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ABSTRAK

Munawwara, Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sinjai dalam Sosialisasi Larangan Politik
Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Skripsi. Sinjai:
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas
Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad
Dahlan Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Strategi
Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Dalam
Sosialisasi Larangan Politik Uang Pada Pemilihan Umum
Tahun 2019. (2) Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi
Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Dalam
Sosialisasi Larangan Politik Uang Pada Pemilihan Umum
Tahun 2019.

Jenis penelitian ini adalah naturalistik dengan
pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai. Objek penelitian adalah
Strategi  Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sinjai Dalam Sosialisasi Larangan Politik Uang Pada Pemilihan
Umum Tahun 2019. Adapun teknik pengumpulan data yaitu
dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu
dengan collection data, reduksi data, penyajian data, dan
kesimpulan/ verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan, (1) Strategi Komunikasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dalam Sosialisasi
Larangan Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
yaitu: mengenal khalayak, menyusun pesan, menentukan
metode, pemilihan panggunaan media, dan perananan
komunikator. (2) Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi
Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dalam
Sosialisasi Larangan Politik Uang Pada Pemilihan Umum
Tahun 2019. Faktor pendukung yaitu: adanya undang-undang
yang mengatur dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Vi



(PKPU), sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki KPU
Kabupaten Sinjai dalam melakukan sosialisasi, partisipasi
masyarakat yang sangat mendukung dalam kegiatan sosialisal,
serta konten atau materi sosialisasi yang sudah disiapkan oleh
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan
faktor penghambatnya vyaitu: kurangnya anggaran dalam
melakukan sosialisasi dan kurangnya kesadaran masyarakat
dalam menghindari politik uang.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Komisi Pemilihan Umum,
Politik Uang
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ABSTRACT

Munawwara, Communication Strategy of the General Election
Commission of Sinjai Regency in Socializing the Prohibition of
Money Politics in the 2019 General Election. Thesis. Sinjai:
Islamic Communication and Broadcasting Study Program,
Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Islamic
University if Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

This research aims to find out: (1) Communication
Strategy of the General Election Commission of Sinjai Regency
in the Socialization of the Prohibition of Money Politics in the
2019 General Election. (2) Supporting and Inhibiting Factors
of the Communication Strategy of the General Election
Commission of Sinjai Regency in the Socialization of the
Prohibition of Money Politics in the General Election of 2019.
20109.

The type of the research is naturalistic with a
qualitative approach. The subject of this research is the
General Election Commission of Sinjai Regency. The object of
research is the Communication Strategy of the General
Election Commission of Sinjai Regency in the Socialization of
the Prohibition of Money Politics in the 2019 General Election.
The data collection techniques are interviews and
documentation. Data analysis techniques include data
collection, data reduction, data presentation, and
conclusions/verification.

The results of the research show, (1) The
Communication Strategy of the General Election Commission
of Sinjai Regency in Socializing the Prohibition of Money
Politics in the 2019 General Election, namely: knowing the
audience, compiling messages, determining methods, choosing
the use of media, and the role of the communicator. (2)
Supporting and Inhibiting Factors of the Communication
Strategy of the General Election Commission of Sinjai Regency
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in Socializing the Prohibition of Money Politics in the 2019
General Election. Supporting factors are: the existence of laws
governing and Regulations of the General Election
Commission (PKPU), human resources (HR) that the Sinjai
Regency KPU has in carrying out outreach, the participation of
the community which is very supportive in socialization
activities, as well as the content or socialization materials that
have been prepared by the General Election Commission of the
Republic of Indonesia. Meanwhile, the inhibiting factors are:
lack of budget for conducting outreach and lack of public
awareness in avoiding money politics.

Keywords: Communication Strategy, General Election
Commission, Money Politics
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Negara demokrasi, pemilu merupakan salah
satu pilar terpenting untuk memenangkan kehendak
rakyat.. Pemilu juga diyakini merupakan sebuah mekanisme
paling aman dalam pergantian kekuasaan dibandingkan
dengan cara-cara lainnya. Salah satu indikator sebuah
Negara demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan
umum. Pemilu dapat menjadi instrumen dalam menjalankan
kedaulatan rakyat. Di Indonesia, pemilu telah berlangsung
selama 12 kali. Pemilu pertama di gelar tahun 1955 dan
terakhir diselenggarakan pada tahun 2019. Meski pemilu
telah berlangsung puluhan kali, namun bila menilai dalam
suatu karakteristik, setidaknya penyelenggaraan pemilu di
Indonesia dapat dikategorikan dalam tiga karakter rezim
politik yaitu pemilu orde lama, orde baru dan reformasi
(Najib, 2020).

Pemilu juga merupakan pilar utama dari sebuah
demokrasi. Bagi Indonesia yang telah menetapkan dirinya
sebagai Negara demokrasi, pemilu merupakan hal yang

penting. Karena dalam pemilu aspirasi rakyat dapat berjalan,
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rakyat akan menilai, para caleg dapat menawarkan visi, misi,
dan program kandidat sehingga mereka akan tahu kemana
arah perjalanan negaranya, namun pada pelaksanaan pemilu
sering terjadi adanya kecurangan dari partai politik, seperti
misalnya membagi-bagikan uang atau melakukan serangan
fajar.

Pemilihan umum adalah kompetisi politik yang
dirancang secara adil dan terbuka (Urbaningrum, 2004).
Oleh karena itu dilarang keras untuk melakukan kecurangan.
Termaksud kategori kecurangan atau pelanggaran dengan
cara membagi-bagikan uang atau melakukan serangan fajar.
Inilah yang lazimnya disebut politik uang.

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, agar dapat menduduki sebuah kursi jabatan
tentu saja para calon legislatif haruslah memiliki dukungan
dan suara pada saat pemilu agar calon bisa menduduki kursi
legislatif yang katanya bahwa mereka itu mengatasnamakan
kepentingan rakyat. Namun dalam hal ini banyak cara yang

dilakukan oleh para calon legislatif tersebut mulai dari
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kampanye ke jalan-jalan, memasang poster-poster foto yang
tujuannya agar masyarakat mengenalnya hal yang paling
parah dilakukan money politik atau politik uang oleh caleg.

Menurut Thahjo Kumolo politik uang diartikan
sebagai suatu tindakan jual beli suara pada proses politik dan
kekuasaan. Tindakan tersebut dapat terjadi saat pemilihan
umum legislatif, eksekutif maupun kepala desa. Politik uang
dapat diartikan juga sebagai upaya mempengaruhi orang lain
dengan diganti menggunakan imbalan tertentu.

Praktik politik uang dalam proses pemilihan yang
melibatkan banyak orang atau perwakilan harus kita akui
nyata adanya dan itu sudah berlangsung lama dan sulit untuk
diuraikan. Secara normatif mudah untuk menyatakan bahwa
politik uang harus ditolak dalam proses pemilu, namun
nyatanya dari waktu ke waktu politik uang semakin
meningkat digunakan oleh calon tertentu.

Rumitnya mengatasi masalah ini karena memang
politik uang dipersepsi bukan perbuatan buruk oleh
masyarakat. Beberapa masyarakat ada yang menganggap
politik uang itu biasa. Berdasarkan survey KPK pada tahun

2014, diketahui bahwa 71,72% masyarakat menganggap
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politik uang dalam pemilu itu lumrah (Zaman, 2016). Hasil
survey tersebut dibuktikan adanya temuan dari kepolisian
yang menyita barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah,
yang menjadi alat untuk mempengaruhi warga dalam
menggunakan hak pilihnya. Seperti penyitaan barang bukti
terbesar dilakukan di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta.
Polisi menangkap beberapa orrang yang membawa uang Rp
500 juta dalam pecahan kecil. Selain di Gunung Kidul, di
wilayah Sulawesi selatan disita senilai Rp 3 juta yang
pecahan dalam nominal Rp 10 ribu hingga Rp 50 ribu. Di
wilayah yang sama, polisi juga menemukan mobil dinas
camat yang mengangkut minuman keras merek Cap Tikus.
Barang-barang ini pun diduga dipakai untuk menyuap calon
pemilih (Suryani, 2021)

Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 220 jumlah
laporan dan 286 temuan pengawas. Laporan dari berbagai
kalangan dan temuan Bawaslu yang mendapat sorotan utama
ialah ditemukannya pelanggaran pemilu dengan 35 kasus
politik uang atau dalam istilah lain money politc yang
ditangani oleh Bawaslu RI yang terjadi dibeberapa provinsi

atau kota, walaupun tidak sebanyak temuan kasus lainnya
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namun hal ini jika tidak ditindak lanjuti maka akan menjadi
benih terjadinya korupsi dikemudian hari. Berdasarkan dari
sumber Kompas, ke 35 kasus tersebut terdiri dari; Sulawesi
Selatan yang memiliki kasus terbanyak diantaranya provinsi
lainnya yaitu sebanyak 8 kasus dimana salah satunya
terdapat di Kabupaten Sinjai dikutip dari SindoNews.com
(Indasari, 2020).

Untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya
politik uang dalam sistem demokrasi Komisi Pemilihan
Umum sebagai institusi yang bertanggung jawab atas
penyelanggara pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum
mengadakan sosialisasi politik uang. Sosialisasi politik uang
sangat penting agar masyarakat sadar akan bahaya yang
disebabkan politik uang ketika diselenggarakannya pemilu.

Dalam ajaran agama Islam praktik politik uang juga
dilarang sebagaimana hadist Rasulullah SAW beliau
bersabda: dalam Islam politik uang disamakan dengan
risywah atau suap. Dari hadits diatas dapat dijelaskan bahwa
praktik politik uang yang bertujuan membeli suara dari hak
pilin rakyat dilarang dalam agama Islam. Rasul saja

melaknat orang yang menyuap dan menerima suap. Terlebih
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lagi dalam hadits Rasulullah melaknat orang yang
melakukan suap, baik pelaku maupun penerimanya.

Maka dari itu pelakasnaan politik uang yang telah
digiyaskan dengan risywah hukumnya haram dan menjadi
kriteria penetapan hukum. Dalam keterangan ushul figh
ketika suatu perkara dalam takaran banyaknya jumlah
diharamkan maka sedikitnya pun haram. Oleh karena itu
praktik politik uang tidak melihat dari segi kuantitas berapa
banyak kadar suap tersebut keduanya tetaplah diharamkan.

Dalam kegiatan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum
akan melakukan sebuah komunikasi antara KPU dan rakyat,
komunikasi seperti ini bisa disebut komunikasi politik.
Komunikasi politik adalah bagian penting sebagai jalan
mencapai keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan dalam
wilayah kehidupan bernegara (Syahputra, 2012). Menurut
Alwi Dahlan, komunikasi politik merupakan bidang atau
disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi
yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau
berpengaruh terhadap perilaku politik (Cangara, 2011).

Proses komunikasi tersebut membutuhkan sebuah

strategi agar pesan yang disampaikan tidak biasa dan dapat
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dipahami sehingga proses komunikasi yang dibangun sesuai
dengan yang diharapkan, karena berhasil atau tidaknya
kegiatan komunikasi secara efektif ditentukan oleh strategi
komunikasi. Menurut Muhammad Arni mengatakan bahwa
strategi komunikasi adalah semua yang terkait mengenai
rencana dan taktik atau cara yang akan dipergunakan untuk
melancarkan komunikasi dengan menampilkan pengirim,
pesan, dan penerimanya pada proses komunikasi untuk
mencapai tujuan yang diinginkan (Arni, 2004).

Dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi
merupakan perencanaan (planning) dan manajemen
(management) untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dapat
dikatakan juga bahwa strategi komunikasi merupakan
paduan dari perencanaan dan manajemen komunikasi.
Menurut Rogers, startegi komunikasi sebagai suatu
rangcangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku
manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-
ide baru. Selain Rogers pakar komunikasi lain yang bernama
Midlleton mengatakan strategi komunikasi adalah kombinasi
yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari

komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai
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dengan pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai
tujuan yang optimal (Cangara, 2014b).

Oleh karena itu penelitian ini menjadikan strategi
komunikasi sebagai objek penelitiannya. Sedangkan Komisi
Pemilihan Umum vyang akan diteliti adalah Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu penulis
berniat membuat judul “Strategi Komunikasi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Dalam Sosialisasi
Larangan Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar
belakang maka penulis membatasi penelitian ini yaitu
penulis membahas Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sinjai Dalam Sosialisasi Larangan Politik
Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, penelitian ini
hanya fokus pada strategi komunikasi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sinjai dalam sosialisasi larangan politik
uang.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat

dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
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1. Bagaimana Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sinjai Dalam Sosialisasi Larangan
Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Strategi
Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
Dalam Sosialisasi Larangan Politik Uang Pada Pemilihan
Umum Tahun 2019?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka
diketahui tujuan dari penelitian ini, antara lain sebagai
berikut:

1. Untuk mengetahui  Strategi Komunikasi  Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Dalam Sosialisasi
Larangan Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun
2019.

2. Untuk mengetahui pendukung dan penghambat Strategi
Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
Dalam Mensosialisasikan Larangan Politik Uang Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019.

E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis
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dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:
1. Teoritis

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi
pengembangan llmu Komunikasi dan Penyiaran Islam
Terutama tentang Strategi Komunikasi Komisi
Pemilihan Umum dalam sosialisasi larangan politik
uang pada pemilihan umum.

b. Hasil penelitian ini untuk memperluas wawasan
mengenai strategi komunikasi, komisi pemilihan
umum dan politik uang.

2. Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan
informasi bagi para mahasiswa komunikasi agar lebih
mengetahui mengenai strategi komunikasi yang
efektif.

b. Sebagai bahan reverensi untuk penelitian-penelitian
selanjutnya di bidang Komunikasi dan Penyiaran
Islam.

c. Bagi peneliti bermanfaat sebagai salah satu syarat
untuk meraih gelar S. Sos., pada jurusan Komunikasi

dan Penyiaran Islam (KPI) Universitas Ahmad Dahlan
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Sinjai.
d. Bagi peneliti untuk bisa menyelesaikan studi di
Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.



BAB I
KAJIAN TEORI
A. Kajian Pustaka
1. Strategi Komunikasi
a. Definisi Strategi

Kata Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu
“Strategos” yang terdiri dari dua suku kata yaitu
“Stratos” yang berarti Militer dan “Ag” yang berarti
Memimpin. Pada konteks permulaannya, strategi
banyak diasumsikan sebagai sesuatu yang dilakukan
olen para jenderal dalam membuat rencana
menaklukkan atau mengalahkan musuh guna meraih
kemenangan dalam perang. Oleh karena itu, sangatlah
masuk akal apabila istilah ini sangat dekat dengan
dunia militer dan politik.

Pada masa sekarang pun, penerapan strategi
sangat dekat dengan asumsi pada awal
kemunculannya, sekalipun hal tersebut diterapkan
bukan pada dunia militer. Sebagai contoh dalam dunia
ekonomi, strategi masih sering diasumsikan dengan
bagaimana cara mengalahkan kompetitor, bagaimana
bisa menguasai pasar, dan sebagainya. Begitu juga

12
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dalam dunia olahraga, strategi juga diasumsikan

dengan bagaimana cara mengalahkan lawan

bertanding kita

Banyak orang yang masih bingung atau sulit
untuk membedakan antara strategi dengan taktik.
Salah satu cara yang mudah untuk melihat perbedaan
antara keduanya adalah seperti berikut: Pada saat Kita
memutuskan “apa” yang seharusnya dikerjakan, kita
memutuskan sebuah strategi. Sedangkan jika Kita
memutuskan “bagaimana” untuk mengerjakan sesuatu,
itulah yang disebut taktik (Nugraha, 2005).

Strategi seringkali diartikan sebagai suatu
usaha yang dilakukan demi mencapai suatu tujuan
yang sifatnya jangka panjang. Definisi strategi
menurut para ahli pun sangat beragam dan bervariasi,
diantaranya:

1) Menurut Karl Von Clausewitz, strategi merupakan
suatu seni menggunakan pertempuran untuk
memenangkan suatu perang sedangkan taktik
adalah seni menggunakan tentara dalam sebuah

pertempuran.
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2) Menurut Dracker dalam Wahyudi (1996), strategi
adalah mengerjakan sesuatu yang benar (doing the
right things) dan taktik adalah mengerjakan sesuatu
dengan benar (doing the things right).

3) Menurut Onong Uchjana Effendy, strategi adalah
perencanaan untuk mencapai tujuan, namun untuk
mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi
sebagai jalan yang hanya memberikan arah saja,
melainkan harus mampu menunjukkan taktik
operasionalnya (Nugraha, 2005)

4) Menurut Stephen Robbins, yang dikutip oleh
Morissan dalam bukunya “Pengantar Public
Relations Strategi Menjadi Humas Profesional”
mendefinisikan strategi sebagai penentuan tujuan
jangka panjang perusahan dan memutuskan arah
tindakan serta mendapatkan sumber-sumber yang
diperlukan untuk mencapai tujuan (Morissan,
2006).

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan

(planning) dan manajemen (management) untuk

mencapai  suatu  tujuan.  Strategi  komunikasi



15

merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dan
manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan
(Effendy, 2015). Jadi dapat disimpulkan bahwa
strategi adalah suatu cara dan taktik yang sudah
direncanakan untuk mencapai suatu tujuan yang
diharapkan, dengan memperhatikan peluang dan
ancaman yang akan dihadapi.
. Definisi Komunikasi

Kata atau istilah “Komunikasi” dari bahasa
inggris communication berasal dari communicatus
dalam bahasa Latin yang artinya ‘“berbagi” atau
“menjadi milik bersama” (Sendjaja, 2014). Konon kata
komunikasi berasal dari bahasa latin communication
dan bersumber dari kata communis yang berarti
“sama”. Maksud dari kata “sama” itu adalah sama
dalam makna. Ada pula yang menyebut komunikasi
dari akar kata communicato yang berarti berbagai.
Tegasnya, peristiwa komunikasi antara seseorang
dengan orang lain dapat dipastikan terjadi dengan
menggunakan bahasa yang “sama”, dan menyepakati

makna yang “sama” meskipun bisa jadi keduanya dari
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latar belakang sosial dan budaya yang berbeda (M. F.

Yusuf, 2021).

Berikut defenisi komunikasi menurut para ahli,

yaitu (Karyaningsih, 2018).

1) Shanon dan Weaver: Komunikasi adalah bentuk
interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu
sama lain, sengaja atau tidak sengaja. Tidak
terbatas bentuk komunikasi menggunakan bahasa
verbal tapi juga dalam bentuk ekspresi muka,
lukisan dan teknologi.

2) David K Berlo: Komunikasi sebagai instrumen
interaksi sosial berguna untuk mengetahui dan
memprediksi setiap orang lain juga untuk
mengetahui  keberadaan diri  sendiri  dalam
menciptakan keseimbangan masyarakat.

3) Harorl D Lasswell: Komunikasi pada dasarnya
merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa?
Mengatakan apa? Dengan saluran apa? Kepada
siapa? Dengn akibat apa atau hasil apa?

4) Steven: Komunikasi dapat terjadi kapan saja suatu

organisme memberikan reaksi terhadap suatu objek
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atau stimuli baik itu dari seseorang atau lingkungan
sekitarnya.

5) Raymond S Ross: Komunikasi adalah suatu
kegiatan menyortir, memilih dan mengirimkan
simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu
pendengar membangkitkan makna atau respon
dengan pikiran serupa yang dimaksudkan
komunikator.

6) Sedangkan menurut Onong Uchjana Effendy,
berpendapat bahwa komunikasi adalah proses
penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang-
lambang yang bermakna, sebagai panduan pikiran
dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan,
harapan, himbauan dan sebagainya yang dilakukan
oleh seseorang kepada pihak lain baik langsung
secara tatap muka maupun tidak langsung melalui
berbagai media dengan tujuan mengubah sikap,
pandangan atau perilaku.

Dengan memahami pengertian komunikasi
menurut beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa

komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan
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yang berupa verbal (dimaknai dalm bentuk kata-kata
untuk diucapkan atau ditulis kepada oranglain)
ataupun non verbal (dimaknai dalam bentuk isyarat,
ekspresi wajah, sikap badan) (Akmad, 2022) dari
komunikator ke komunikan dengan secara langsung
atau tidak langsung.
. Definisi Strategi Komunikasi

Strategi dalam komunikasi pada hakikatnya
adalah perencanaan (planning) dan manajemen
(magement) untuk mencapai satu tujuan. Untuk
mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi
sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah,
tetapi juga harus menunjukkan taktik oprasionalnya.
Oleh karena itu komunikator pada saat berkomunikasi
harus bisa membuat strategi komunikasi terlebih
dahulu agar pesan yang kita sampaikan bisa dipahami
oleh komunikan (Prabawa, 2020).

Berikut definisi strategi komunikasi menurut
ahli:
1) Menurut Onong Uchjana Effendy dalam bukunya

Dimensi-Dimensi  Komunikasi mengungkapkan
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bahwa, strategi komunikasi merupakan panduan
dari perencanaan komunikasi (communication
planning) dan manajemen  (communications
management) untuk mencapai suatu tujuan.

2) Seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton
menyatakan bahwa strategi komunikasi adalah
kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi
mulai dari komunikator, pesan, saluran (media)
penerima sampai pada pengaruh (efek) yang
dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi.

Jadi strategi komunikasi merupakan
keseluruhan perencanaan, taktik dan cara yang
dipergunakan untuk melancarkan komunikasi dengan
memperhatikan keseluruhan aspek yang ada pada
proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang
diinginkan. ~ Penyusunan  strategi  komunikasi
diperlukan suatu pemikiran dengan memperhitungkan
faktor-faktor pendukung dan penghambat. Akan lebih
baik apabila dalam strategi komunikasi diperhatikan
komponen-komponen  komunikasi  dan  faktor

pendukung atau penghambat pada setiap komponen,
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diantaranya faktor kerangka referensi, faktor situasi
dan kondisi, pemilihan media komunikasi, tujuan
pesan komunikasi, dan peranan komunikator dalam
komunikasi (Prabawa, 2020).

Tujuan utama strategi komunikasi adalah
memastikan bahwa komunikan paham terhadap pesan
yang ia terima. Ketika komunikan sudah paham maka
penerimanya itu mesti dibina agar pesan bukan hanya
dipahami tapi juga diterima sebagai salah satu cara
yang dianggap baik (to establish acceptance). Setelah
itu, aktivitas komunikasi bertujuan untuk memberi
motivasi untuk mengubah perilaku (to motivate
action). Oleh karena itu, strategi komunikasi adalah
keseluruhan perencanaa, dari membangun kepahaman,
sikap, dan perubahan perilaku secara holistik dan
sistematik (Asriwati, 2021).

Strategi  komunikasi adalah  perencanaan
(planning) komunikasi dan manajemen (management)
komunikasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Strategi komunikasi adalah tahapan konkret dalam

aktifitas komunikasi yang berbasis pada satuan teknik
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bagi pengimplementasian tujuan komunikasi, adapun
teknik adalah satu pilihan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Pada hakekatnya adalah sebuah
perencanaan dan manajemen untuk mencapai sebuah
tujuan (Prabawa, 2020). Berikut definisi perencanaan
menurut ahli:

1) Menurut Keufman perencanaan adalah proses untuk
menetapkan kemana Kkita harus pergi dengan
mengidentifikasi syarat apa yang harus dipenuhi
untuk sampai ketempat tersebut dengan cara yang
paling efisien dan efektif. Dengan kata lain
perencanaan sebagai penetapan spesifikasi tujuan
yang ingin dicapai termaksud cara-cara yang akan
digunakan untuk mencapai tujuan tersebut
(Cangara, 2014).

2) Menurut Waterson perencanaan adalah usaha yang
sadar, terorganisasi, dan terus menerus untuk
memilih alternatif yang terbaik untuk mencapai
tujuan tertentu. Defenisi lain dari perencanaan
adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan

secara matang dari hal-hal yang dikerjakan dimasa
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yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan
yang telah ditentukan.

Perencaan merupakan sebuah titik awal dari
semua kegiatan. Adapun fungsi perencanaan adalah
sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi dan menetapkan masalah.

2) Memberi arahan (fokus) atau pedoman pada tujuan
yang ingin dicapai. Terutama dalam mengatasi
ketidak-pastian dengan memilih jalan yang terbaik.

3) Meminimalisasi terjadinya pemborosan sumber
daya dalam rangka mencapai tujuan secara efektif.

4) Melakukan perkiraan terhadap kendala yang
mungkin terjadi dan hasil yang akan diperoleh.

5) Melakukan  pengendalian agar  pelaksanaan
senantiasa tetap berada dalam koridor perencanaan
yang telah ditetapkan.

6) Memberi kesempatan untuk memilih alternatif
terbaik guna mendapatkan hasil yang lebih baik.

7) Mengatasi hal-hal yang rumit dengan mencari jalan
keluar dari masalah yang dihadapi.

8) Menetapkan skala prioritas tentang apa yang harus
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dikerjakan lebih dahulu.
9) Menetapkan mekanisme pemantauan dan instrumen
alat ukur keperluan evaluasi.

Perencanaan komunikasi merupakan tahapan
yang harus ada disaat akan menjalankan sebuah
strategi guna mencapai tujuan yang diinginkan.
Menurut Wahyudi sebuah perencanaan komunikasi
harus cermat dan tepat dalam menentukan siapa
berbicara apa pada siapa melalui apa. Seperti yang
telah dikatakan sebelumnya dimana pada zaman
dahulu strategi identik dengan militer dan perang.
Yang pada perkembangannya digunakan dalam
berbagai bidang ilmu pengetahuan, begitupun dalam
ilmu komunikasi.

Di kalangan militer terdapat ungkapan yang
amat terkenal yang berbunyi: “To win the war, not to
win the battle” yang artinya “memenangkan perang,
bukan memenangkan pertempuran”. Pentingnya
strategi adalah untuk memenangkan peran, sedangkan
pentingnya taktik adalah untuk memenangkan

pertempuran. Demikian pula dengan komunikasi,
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lebih-lebih  komunikasi yang dilancarkan suatu
organisasi, apakah itu komunikasi politik atau
komunikasi bisnis (Effendy, 1993).

Menurut Rogers, strategi komunikasi sebagai
suatu rancangan yang dibuat untuk megubah tingkah
laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui
transfer ide-ide baru. Selain Rogers pakar komunikasi
lain yang bernama Midlleton mengatakan strategi
komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua
elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan,
saluran (media), penerima sampai dengan pengaruh
(efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan
komunikasi optimal (Cangara, 2014).

Untuk mantapnya strategi komunikasi, maka
segala sesuatunya harus dipertautkan dengan
komponen-komponen yang merupakan jawaban
terhadap pertanyaan dalam rumusan Lasswell yaitu,
Who (siapakah komunikatornya ?), Syas what (pesan
apa yang dinyatakannya ?), In which channel (media

apa yang digunakannya), To whom (siapa
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komunikannya ?), With what effect (efek apa yang
diharapkannya?) (Effendy, 1993).

Dalam strategi komunikasi peran komunikator
memiliki peran penting dalam penyampaian pesan dan
menentukan  dalam  keberhasilan ~ komunikasi.
Pemilihan komunikator harus berkredibilitas, ahli dan
dapat memegang peran penting. Komunikator yang
berkredibilitas merupakan komunikator yang memiliki
etos pada dirinya.

Dalam proses komunikasi seorang komunikator
akan sukses apabila ia berhasil menunjukkan source
credibility artinya menjadi sumber kepercayaan
komunikan.  Kepercayaan =~ komunikan  kepada
komunikator ditentukan dengan keahlian komunikator
dalam bidang tugas pekerjaannya dan dapat tidaknya
la dipercaya. Seorang komunikator menjadi source
credibility disebabkan adanya “ethos” pada dirinya
seperti yang dikatakan Aristoteles (Effendy, 1993).

Aristoteles mengatakan bahwa komunikator
harus memiliki setidaknya good sense, good moral,

and good character yang kemudian diformulasikan
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menjadi itikad baik (good intentions), dapat dipercaya
(trustworthinnes) dan keahlian (expertness) dimana
hingga sekarang konsep ini masih dipakai. Menurut
Onong Uchjana, korelasi atau hubungan antar
komponen dalam strategi komunikasi akan lebih baik
apabila dalam strategi diperhatikan komponen-
komponen komunikasi dan faktor-faktor pendukung
dan penghambat pada setiap komponen tersebut.
Seperti  halnya dalam bidang apapun, strategi
komunikasi didukung oleh teori. Banyak teori yang
komunikasi yang sudah diketengahkan oleh para ahli.
Tetapi untuk strategi komunikasi teori yang memadai
untuk dijadikan pendukung strategi komunikasi adalah
apa yang dikemukan oleh Harld D Lasswell.

. Komponen-Komponen dalam Strategi Komunikasi
Menurut Arifin dalam merumuskan strategi

komunikasi terdapat lima komponen utama yang harus

diperhatikan yaitu: (Asriwati, 2021)

1) Mengenali Khalayak

Sebelum melancarkan komunikasi, kita

harus mempelajari siapa-siapa yang akan menjadi
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sasaran komunikasi. Sudah tentu itu bergantung
pada tujuan komunikasi, apa komunikan hanya
sekedar mengetahui (metode informatif) atau
komunikan melakukan tindakan tertentu (persuasif
atau instruktif).

Pesan komunikasi yang akan disampaikan
harus disesuaikan dengan kerangka referensi,
kerangka referensi sesorang terbentuk didalam
dirinya hasil dari paduan pengalaman, pendidikan,
gaya hidup, norma hidup, status sosial, ideologi
cita-cita dan sebagainya.

a) Faktor Kerangka Referensi

Dalam menyampaikan sebuah pesan kita
harus melihat terlebih dahulu kerangka referensi
komunikan tersebut, tentu ketika pesan yang
disampaikan terlalu tinggi bahasanya dan
disampaikan pada lulusan SD atau tidak pernah
mengenyam pendidikan di sekolah maka
komunikasi yang terjadi tidak akan efektif dan

tidak akan mendapatkan timbal balik. Oleh
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karena itu sangat penting untuk mengetahui latar
belakang dari komunikan.
b) Faktor Situasi dan Kondisi

Situasi berhubungan dengan situasi yang
terdapat pada lingkungan ketika sedang
berlangsungnya komunikasi.  Situasi dapat
menjadi sebuah halangan apabila situasi tersebut
tidak mendukung seperti ketika komunikasi
dilaksankan saat terjadi hujan besar. Bisa jadi
komunikan terganggu dengan suara hujan dan
petir sehingga komunikasi tidak tersampaikan
secara utuh, kondisi hubungan dengan fisik dan
psikis ketika dia menerima pesan.

2) Menyusun Pesan
Pesan memiliki kedudukan sentral yang
tidak boleh terabaikan dalam mencapai tujuan
efektifitas komunikasi. Pesan akan sangat
bergantung dengan program apa Yyang akan
disampaikan.  Terdapat dua model dalam

penyusunan pesan yaitu: penyusunan pesan dalam
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bentuk informatif dan penyusunan pesan dalam
benttuk persuasif.

Pesan komunikasi (massage) mempunyai
tujuan tertentu. Ini menentukan teknik apa yang
harus diambil, apakah teknik informasi, persuasif
atau intruksi. Pesan komunikasi terdiri atas isi
pesan dan lambang. Isi pesan komunikasi bisa satu,
tetapi lambang yang dipergunakan bisa bermacam-
macam. Lambang yang bisa dipergunakan untuk
menyampaikan isi komunikasi ialah bahasa,
gambar, warna, gesture dan sebagainya.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak isi
pesan komunikasi yang disampaikan kepada
komunikan dengan menggunakan gabungan
lambang, seperti pesan komunikasi melalui surat
kabar, film, atau televisi. Lambang ialah bahasa,
karena hanya bahasa yang dapat mengungkapkan
pikiran, perasaan, fakta dan opini, hal yang konkrit
dan abstrak pengalaman yang sudah lalu dan

kegiatan yang akan datang, dan lain sebagainya.
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Oleh sebab itu bahasa memegang peran
yang sangat penting. Tanpa penguasaan bahasa,
pesan komunikasi tidak akan dapat disampaikan
kepada orang lain secara tepat. Akan terjadi banyak
kesalahan informasi dan kesalahan interpretasi yang
disebabkan oleh bahasa.

3) Menetapkan Metode

Dalam menentukan metode penyampaian
pesan, dapat dilihat dari dua aspek yaitu: menurut
cara pelaksaannya dan menurut isinya. Menurut
cara pelaksaannya semata-mata melihat komunikasi
dengan melepaskan dari isi pesannya. Sedangkan
menurut isinya yaitu melihat komunikasi dari segi
bentuk pernyataan atau bentuk pesan yang
dimaksud.

Oleh karena itu menurut pelaksanaannya
dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu: metode
redundancy, dan metode canalizing. Sedangkan
menurut isinya dikenal dengan metode: informatif,

persuasif, edukatif, dan kursif. Pemilihan metode
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harus disesuaikan dengan bentuk pesan, khalayak,

fasilitas dan biaya.

Menurut Anwar Arifin  mengemukakan
metode yang efektif adalah sebagai berikut:

a) Redundancy, merupakan cara mempengaruhi
khalayak dengan cara mengulang pesan sedikit
demi sedikit. Seperti yang dilakukan dalam
propaganda. Metode ini dapat memungkinkan
peluang mendapatkan perhatian  khalayak
semakin besar, pesan penting mudah diingat oleh
khalayak dan memberi kesempatan bagi
komunikator untuk memperbaiki kesalahan yang
dilakukan sebelumnya.

b) Canalizing, dilakukan dengan cara komunikator
berusaha memahami dulu soal komunikan
seperti  kerangka referensi dan bidang
pengalaman komunikan, kemudian menyusun
pesan dan metode yang sesuai denngan hal itu.
Hal ini bertujuang agar pesan dapat diterima

terlebih  dahulu baru kemudian dilakukan
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perubahan sesuai dengan keinginan
komunikator.

c) Informative, mempengaruhi khalayak dengan
cara memberikan penerangan yaitu memberikan
sesuatu apa adaya sesuai fakta dan data maupun
pedapat yang sebenarnya.

d) Persuasive, mempengaruhi komunikan dengan
jalan membujuk, hal ini komunikan memberikan
sesuatu apa adanya sesuai fakta dan data maupun
pendapat yang sebenarnya.

e) Educatif Method, mempengaruhi khalayk
dengan pesan bersifat kritis dan bila mungkin
akan terpengaruh tanpa disadari.

f) Cursive Method, mempengaruhi Kkhalayak
dengan  pemaksaan,  pesan-pesan  yang
disampaikan biasanya megandung ancaman atau
intimidasi.

4) Pemilihan Media Komunikasi
Pemilihan media komunikasi merupakan
salah satu bentuk cara mencapai sasaran

komunikasi. Cara yang dilakukan adalah kita dapat
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memilih salah satu media atau gabungan beberapa
media, tergantung pada tujuan yang akan dicapai,
pesan yang disampaikan dan teknik yang
disampaikan.

Media komunikasi yang sangat banyak dan
beragam tidak dapat ditegaskan pasti media mana
yang paling baik dan paling tepat, karena setiap
media memiliki kelebihan dan kekurangannya
masing-masing.

5) Peranan Komunikator Dalam Komunikasi

Dalam  strategi  komunikasi  peranan
komunikator sangatlah pentig. Strategi komunikasi
harus luwes sedemikian rupa sehingga komunikator
sebagai pelaksana dapat segera mengadakan
perubahan apabila terdapat suatu faktor yang
memengaruhi suatu pengaruh yang menghambat
komunikasi bisa datang sewaktu-waktu. Terlebih
apabila dilangsungkan melalui media massa.

Menurut Effendy, para ahli cenderung untuk
bersama-sama  berpendapat  bahwa  dalam

melancarkan komunikasi lebih baik menggunakan
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pendekatan yang disebut dengan A-A Procedure
atau From Attention To Action Procedure (Effendy,
2000). A-A  Procedure ini  sebenarnya
penyederhanaan dari suatu proses yang disingkat
AIDDA yang lengkapnya sebagai berikut:

A : Attention (Perhatian)

I : Interest (Minat)

D : Desire (Hasrat)

D : Decision (Keputusan)

A : Action (Kegiatan)

Proses  tahapan  komunikasi ini
mengandung maksud bahwa komunikasi hendaknya
dimulai  dengan  membangkitkan  perhatian
(Attention), sebagai awal suksesnya komunikasi.
Apabila perhatian komunikasi sudah terbangkitkan,
hendaknya dilanjutkan dengan menumbuhkan
minat (Intereset), yang merupakan derajat yang
lebih tinggi dari perhatian. Minat adalah kelanjutan
dari perhatian yang menjadi titik tolak bagi
tumbuhnya hasrat (Desire) untuk melakukan suatu

kegiatan yang diinginkan komunikator. Hanya ada
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hasrat bagi komunikan, bagi komunikator belum
berarti apa-apa, sebab harus dilanjutkan dengan
adanya keputusan (Decision), yaitu untuk
melakukan  tindakan  (Action)  sebagaimana
diharapkan komunikator.

Ada faktor yang penting pada diri
komunikator bila ia melancarkan komunikasi, yaitu:
a) Daya Tarik Sumber

Disini yaitu seorang komunikator akan
berhasil dalam komunikasi, akan mampu
mengubah sikap, opini, dan perilaku komunikan
melalui mekanisme daya tarik jika pihak
komunikan merasa komunikator ikut serta
dengannya.

b) Kredibiitas Sumber

Faktor kedua yang bisa menyebabkan
komunikasi  berhasil  ialah  kepercayaan
komunikan pada komunikator. Kepercayaan ini
banyak bersangkutan dengan profesi atau
keahlian yang dimiliki seorang komunikator.

Kepercayaan tersebut apabila komunikan pada
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komunikator memiliki kredibilitas. Semakin
besar kredibilitas komunikator, maka ia akan

semakin besar mempengaruhi komunikan.

2. Komisi Pemilihan Umum
a. Definisi Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan
lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama
dengan lembaga negara lain seperti Mahkamah
Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung yang
secara jelas disebutkan dalam Undang-undang Dasar
(UUD) 1945 hasil amandemen. Sejumlah pasal dalam
UUD 1945 mencantumkan Pemilihan Umum sebagai
satu mekanisme seleksi pemimpin politik dan
pemerintahan, pasal 1 ayat 2 misalnya menyebutkan
bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan ~ menurut  Undang-Undang  Dasar.
Sementara pasal yang secara khusus menyebut Komisi
Pemilihan Umum (KPU) terletak pada Pasal 22 E ayat
5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum
diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum

yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pasal ini
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terkait dengan kedudukan KPU ini disetujui pada
perubahan ketiga UUD 1945 dan menempatkan KPU
sebagai satu lembaga negara yang bersifat nasional,
tetap dan mandiri.

KPU memperoleh posisi dan kedudukan yang
kuat pasca pengesahan hasil amandemen ketiga, itu
artinya UU No. 3 Tahun 1999 mengenai
penyelenggara Pemilu belum secara spesifik berada
dalam kedudukan yang tetap dan mandiri.
Keanggotaan KPU pada Pemilu 1999 sudah
mengalami  kemajuan bila dibandingkan dengan
penyelenggara Pemilu era Orde Baru, namun
komposisi keanggotaannya berasal dari wakil partai
politik dan wakil pemerintah, karena itu kelembagaan
penyelenggara pemilu merupakan arena kontestasi
antar kekuatankekuatan politik.1 Berbagai upaya
untuk mendegradasi tingkat kemandirian lembaga
penyelenggara pemilu selalu muncul silih berganti.
Hal ini utamanya terjadi setiap kali berlangsung proses
penyusunan peraturan perundang-undangan terkait
Pemilu (S. Jurdi, 2019).
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b. Tugas Komisi Pemilihan Umum
Dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan

bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU

mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Merencanakan program dan anggaran serta
menetapkan jadwal.

2) Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan
KPPSLN.

3) Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan
pemilu. mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengendalikan, dan memantau semua tahapan
pemilu.

4) Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi.

5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data
pemilu terakhir dengan memperhatikan data
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar

pemilih.
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6) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan  suara  serta  wajib
menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan
Bawaslu.

7) Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota
DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat
berita acaranya.

8) Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu
atas temuan dan laporan adanya dugaan
pelanggaran atau sengketa Pemilu.

9) Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan
wewenang KPU kepada masyarakat.

10) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap
tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

11) Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan
pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Sosialisasi
a. Definisi Sosialisasi

Berikut definisi sosialisasi menurut para ahli:
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1) Menurut James W Vander Zanden, sosialisasi
adalah suatu proses interaksi social dimana orang
memperoleh pengetahuan, nilai, sikap serta perilaku
esensial untuk berpartisipasi secara efektif dalam
masyarakat (Damsar, 2011).

2) Menurut Maclever sosialisasi adalah proses
mempelajari norma, nilai, peran, dan semua
persyaratan lainnya yang diperlukan untuk
memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam
kehidupan social, adapun manfaat adanya
sosialisasi dalam masyarakat terbagi menjadi dua
tahap, bagi individu sosialisasi berfungsi sebagai
pedoman  dalam  belajar  mengenal  dan
menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.
Bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat
untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan
nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada
masyarakat.

3) Sedangkan menurut Charlotte Buhler, sosialisasi
adalah suatu proses yang membantu anggota

masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri
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terhadap bagaimana cara hidup dan bagimana cara
berpikir kelompoknya, agar ia dapat berperan dan
berfungsi dalam kelompok tersebut. Sosialisasi
termasuk dalam proses dasar di dalam sistem social.

4) Menurut Peter L, Berger, sosialisasi adalah proses
belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang
dapat berpartisipasi di dalam masyarakat.

5) Menurut David Gaslin, Sosialisasi adlah proses
belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh
pengetahuan tentang nilai dan norma-norma agar ia
dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok
masyarakat (Maryati, 2001).

Sosialisasi sangat erat hubungannya dengan
proses komunikasi. Dalam menginternalisasi sebuah
informasi, nilai dan pemahaman kepada diri sendiri
diperlukan transfer informasi dari sumber informasi
kepada target sasarannya. Dalam penyampaian
aktivitas tersebut biasanya menggunakan media.
Adapun media yang digunakan bisa berupa keluarga,
kelompok bermain, sekolah, lingkungan kerja dan

media massa (Bagong, 2005).
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Sosialiasi  dilakukan  setiap hari  oleh
masyarakat dalam melakukan sosialisasi melalui
proses komunikasi yang begitu intens. Sosialisasi
adalah proses dimana individu menerima kemudian
menginternalisasikan atau menghayati banyak nilai
social, kepercayaan, pola-pola perilaku dari
kebudayaan mereka. Sosialisasi merupakan suatu hal
yang mendasar bagi perkembangan manusia. Dengan
berinteraksi dengan orang lain, seorang individu
beelajar bagaimana berpikir, mempertimbangkan
dengan nalar, dan berperasaan. Hasil akhirnya ialah
membentuk perilaku kita, termasuk pikiran dan emosi
kita sesuai dengan budaya yang berlaku (Henselin,
2007).

Dalam arti luas sosialisasi adalah suatu proses
interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang
sejak ia lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu
budaya masyarakat. Melalui sosialisasi maka
seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan
kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing

sesuai budaya masyarakat.
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b. Proses Sosialisasi

Berdasarkan pemikiran Mead dan Cooley,
sosialisasi merupakan proses belajar yang dilakukan
untuk mengetahui pola dan cara hidup yang
disesuaikan dengan nilai, norma, dan kebiasaan
masyarakat yang ada di suatu wilayah. Berikut
pemikiran George Herbert Mead tentang proses
sosialisasi (Maryati, 2001):
1) Tahap Persiapan (Preparatory Stage)

Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan,
saat seorang anak mempersiapkan diri untuk
mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk
memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap
ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan
meniru meski tidak sempurna.

2) Tahap Meniru (Play Stage)

Tahap ini ditandai dengan semakin
sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran
yang dilakukan oleh orang dewasa. Dengan kata
lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada

posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap
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ini. Kesadaran bahwa dunia social manusia
berisikan banyak orang telah mulai terbentuk.
Sebagian dari orang tersebut merupakan orang-
orang yang dianggap penting bagi pembentukan
dan bertahannya diri, yakni dari mana anak
menyerap norma dn nilai. Bagi seorang ana, orang-
orang ini disebut orang-orang yang amat berarti
(Significant other).
3) Tahap Siap Bertindak (Game Stage)

Peniruan yang dilakukan mulai berkurang
dan digantikan oleh peran yang secara langsung
dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran.
Kemampuannya menempatkan diri pada posisi
orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan
adanya kemampuan bermain bersama-sama. Dia
mulai menyadari adanya tuntunan untuk membela
keluarga dan bekerja sama dengan teman-
temannya. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar
keluarganya secara bertahap juga mulai dipahami.

Bersamaan dengan itu, anak mulai menyadari
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bahwa ada norma tertentu yang berlaku diluar
keluarganya.

4) Tahap Penerimaan Norma Kolektif (Generalized
Stage/ Generalized Other)

Pada tahap ini seseorang telah dianggap
dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya
pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata
lain, ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan
orang-orang yang berinteraksi dengannya tapi juga
dengan masyarakat luas.

c. Macam-Macam Sosialisasi
1) Sosialisasi Primer

Sosialisasi primer adalah proses sosialisasi
yang paling awal dari seorang individu sebelum
masuk ke dalam bagian masyarakat. Jenis
sosialisasi ini terjadi di dalam lingkungan keluarga
dimana proses interaksinya terjadi melalui agen
sosialisasi keluarga. Ada dua macam keluarga
sebagai agen sosialisasi, yaitu keluarga inti terdiri
dari ayah, ibu, adik, dan kakak, dan keluarga besar

yang terdiri dari keluarga inti yaitu kakek, nenek,
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paman, dan bibi. Di dalam keluarga seorang
individu akan bersosialisasi terhadap individu
lainnya dengan diawali oleh sikap-sikap saling
menghormati, tolong-menolong, toleransi, jujur,
dan juga kasih sayang.

Dalam sosialisasi primer ini seorang
individu sedang menjalani sebuah tahapan
sosialisasi yang disebut dengan preparatory stage
atau tahap persiapan. Tahap ini disebut dengan
tahap awal sosialisasi karena dimulai sejak
seseorang individu lahir ke dunia ini. Oleh karena
itu, di dalam jenis sosialisasi ini keluarga sangatlah
penting terhadap tumbuh dan kembang perilaku
seorang individu.

2) Sosialisasi Sekunder

Sosialisasi sekunder, merupakan bentuk
sosialisassi  yang bertujuan  memperkenalkan
individu kepada lingkungan di luar keluarga.
Seperti lingkungan kerja, media massa, sekolah,
lingkungan bermain, dan sebagainya (Maryati,
2001).
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4. Politik Uang
a. Definisi Politik Uang

Politik uang atau money politik merupakan
salah satu pelanggaran sebelum terjadinya pemilu
yang berupa sogokan agar kandidat bersangkutan
dipilih, sebagaimana yang dikemukakan oleh
Setyawan dan Adiwijaya sogokan tersebut diantaranya
dapat berupa uang, sembako, biaya transportasi dan
masih banyak lagi (Setyawan, 2013), sedangkan
menurut Supriansyah istilah money politik ialah
menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan
tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk
mempengaruhi  seseorang  dalam  menentukan
keputusan (Indasari, 2020).

Politik uang adalah uang yang ditujukan untuk
maksud-maksud tertentu atau untuk mempengaruhi
suatu keputusan tertentu. Seperti halnya untuk sebuah
kepentingan politik (Zaman, 2016). Dalam hal ini uang
dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi seseorang
dalam mengambil sebuah keputusan dengan adanya

politik uang ini, maka urusan seseorang tidak lagi
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dihasilkan berdasarkan idealitas mengenai baik
tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata
didasarkan pada kehendak si pemberi uang, karena
yang bersangkutan sudah merasa diuntungkan.

Dalam pengertian lain politik uang juga dapat
diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi orang
lain menggunakan imbalan materi atau dapat juga
diartikan sebagai jual beli suara pada proses politik
dan kekuasaan dan membagi-bagikan uang baik
pribadi ataupun milik partai untuk mempengaruhi
suara pemilih.

Politik uang yang dilaksanakan dalam pemilu
juga merupakan upaya untuk mempengaruhi putusan
para pemilih agar menentukan pilihannya pada
kontestan tertentu dengan memberikan sesuatu dalam
bentuk janji, imbalan atau pemberian materi agar
orang Yyang bersangkutan dalam pemilu untuk
beberapa hal agar menggunakan hak pilihnya. Memilih
peserta pemilu tertentu dengan cara tertentu, memilih

parpol peserta pemilu tertentu dan atau memilih
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pasangan calon tertentu. Melaksanakan hak pilihnya
dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.

Politik uang juga dapat terjadi ketika seorang
kandidat membeli dukungan partai politik tertentu atau
membeli suara dari pemilih untuk memilihnya dengan
iming-iming imbalan materi. Bentuknya dapat berupa
uang, namun bisa juga berupa bantuan sarana-sarana
fisikk pendukung kampanye pasangan tertentu.
Pengertian ini menggambarkan politik uang dan
kekuasaan serta tindakan mebagi-bagikan uang untuk
mempengaruhi suara pemilih.

Beberapa hal penyebab adanya politik uang
antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
Pertama, karena persaingan yang cukup ketat antara
peserta Pilkada. Mereka yang seharusnya saling
mengawasi agar tidak terrjadi pelanggaran, justru
saling berlomba untuk melakukan politik uang. Kedua,
minimnya jumlah dan kemampuan pengawas local
maupun pengawas asing. Tidak seperti Pemilu
Legislatif maupun Pemilu Presiden yang dipersiapkan

sejak jauh hari, pengawas dalam Pilkada dibentuk
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terlambat dan tidak dibekali kemampuan yang cukup
untuk melakukan pengawasan. Sementara jumlah
pengawas asing juga sudah jauh berkurang bahkan
untuk Pemilu Pilkada malah tidak ada. Ketiga,
kurangnya partisipasi media local untuk mengungkap
kasus ini dan kebanyakan takut disebut partisan karena
menyorot peserta Pilkada tertentu (Sugiharto, 2021).
Politik uang tergolong kedalam modus korupsi
pemilu. Terdapat empat model korupsi pemilu yang
berhubungan dengan politik uang. Yaitu beli suara
(vote buying), beli kandidat (candidacy buying),
manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi
adiministrasi dan perolehan suara (administrative

electoral corruption).

. Sumber Hukum Politik Uang Dalam Pemilu
Sumber hukum larangan terhadap tindakan
politik uang tertuang dalam undang-undang tentang
pemilu pasal politik uang Undang-undang No. 7 tahun
2017 (Justicia, 2017).
1) Pasal 523 ayat (1) berbunyi: setiap pelaksana,
peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang
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dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang
atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta
Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak
langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280
ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

2) Pasal 523 ayat (2) berbunyi: Setiap pelaksana,
peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang
dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau
memberikan imbalan uang atau materi lainnya
kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak
langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp
48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

3) Pasal 523 ayat (3) berbunyi: Setiap orang yang
dengan sengaja pada hari pemungutan suara
menjanjikan atau memberikan uang atau materi
lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan

hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00
(tiga puluh enam juta rupiah).

c. Politik Uang Dalam Perspektif Islam

Praktek politik uang dalam pandangan Islam
dapat dikategorikan sebagai risywah. Larangan
terhadap suap menyuap ini telah diturunkan semenjak
awal kenabian Muhammad SAW. Larangan mengenai
tidak diperbolehkannya suap sendiri diturunkan Allah
SWT bersamaan dengan larangan penyembahan
terhadap berhala. Hal ini menunjukkan bahwa
pelarangan suap datang terlebih dahulu dibandingkan
dengan perintah shalat.

Dari hal tersebut dapat dipastikan bahwa
perbuatan melakukan suap harus dijauhi karena dapat
menyebabkan ketidakadilan. Maka dapat dikatakan
bahwa perbuatan melakukan politik uang yang
digiyaskan dengan suap-menyuap adalah haram,
adapun firman Allah dalam QS. Al-Bagarah/ 2 : 188

yang menjelaskan terkait dengan larangan suap yaitu:
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b s 5 R &R D Ty 15885 gl s 10050 1506 Y5
O35 15 3L e )5
Terjemahnya:
Janganlah kamu makan harta di antara kamu
dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada para hakim
dengan maksud agar kamu dapat memakan
sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa,
padahal kamu mengetahui.
Dalam firman Allah SWT QS. Al-Bagarah ayat
188, Allah SWT melarang manusia untuk memakan
harta sesamanya dengan jalan yang bathil. Yaitu
memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan
cara melawan hukum Allah SWT. Dan mencoba
menyiasati melalui upaya tertentu seperti halnya
melakukan praktik suap-menyuap. Padahal manusia
tahu bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan
yang dilarang dan mengindisikasikan kecurangan.
Imam Al-Qurtbi mengatakan “makna dari ayat
ini adalah bahwa barang siapa yang mengambil harta
milik orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan
oleh syariat, maka sesungguhnya ia telah memakan

harta tersebut dengan cara bathil. Di antara bentuk cara
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yang bathil adalah putusan hakim yang memenangkan
kamu sementara kamu tahu bahwa sebenarnya kamu
salah. Sesuatu yang haram tidaklah menjadi halal
dengan putusan hakim” (Qurtuby, 2005)

uc e o5 I Y dlauu(,smesx\}ﬂ\ \)ssuy \}\A\ Sl G
JJMUAJLM;J?SJL)\S&\ u\ ?S.ms.'\ \}MY} é—uua\‘).:
VAEAS ) g 4 e dll uts}\)uum: Ca uuaj Gl 3ae
L & Sl e i, Ko i dle (3 8
Terjemahnya:
29. Wahai orang-orang Yyang beriman,
janganlah kamu memakan harta sesamamu
dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali
berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di
antara kamu. Janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu. 30. Siapa yang berbuat
demikian dengan cara melanggar aturan dan
berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke
dalam neraka. Yang demikian itu adalah
mudah bagi Allah. 31. Jika kamu menjauhi
dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang
dilarang (mengerjakan)-nya, niscaya Kami
menghapus kesalahan-kesalahanmu dan Kami
memasukkanmu ke tempat yang mulia (surga).

Dalam QS. An-Nisa/ 4 : 29 menyampaikan
larangan memakan harta sesama secara bathil, selain

itu juga sekaligus menunjukkan jalan keluar perilaku
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alternative dalam melakukan hukum perjanjian
maupun perikatan yang dibenarkan mengenai harta
sesama.

Isi kandungan dalam Q.S An-Nisa/ 4 : 30
memastikan ancaman bagi orang yang tetap memakan
hasil suap-menyuap setelah mengetahui Allah
melarang untuk memakannya, yakni kelak akan
dimasukkan kedalam neraka karena mereka telah
dinilai Allah SWT telah berbuat zhalim menentang
larangannya.

Dalam Q.S An-Nisa/ 4 : 31 mengandung isi
pemberian harapan surge bagi mereka yang
menghindari dosa besar. Yaitu Allah SWT akan
menghentikan  keburukan-keburukan dana akan
memasukannya kelak kedalam surganya yang terpuji
dan mulia.

Dari keempat ayat diatas Q.S Al-Bagarah/ 2 :
188 melarang tentang memakan dan menggunakan
hasil dari suap, Q.S An-Nisa/ 4 : 29 melarang dan juga
menunjukkan jalan keluar dari praktik suap dan juga

politik uang QS. An-Nisa/ 4 : 30 menyampaikan
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ancaman neraka terhadap siapa saja  yang
membangkang akan larangannya dengan tetap
memakan dari hasil suap atau politik uang. Q.S An
Nisa/ 4 : 31 menjanjikan gambaran surga terhadap
mereka yang menghindarinya.

Hal ini mengindikasikan bahwa penetapan
hukum dalam hal memakai, memakan, dan
menggunakan hasil suap tampak berproses secara
tertib dan bertahan serta saling menguatkan. Pertama:
memberikan larangan, kedua: mempertegas larangan
sekaligus menunjukkan jalan keluar yang tidak saling
mengecewakan. Ketiga: meyampaikan ancaman bagi
mereka yang membangkang dan tetap melakukan
kegiatan politik uang, keempat: menjanjikan ganjaran
surga bagi mereka yang peduli akan perintah dan
larangannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan
bahwa politik uang adalah sama dengan suap-menyuap
yang hukumnya adalah baik bagi pemberi maupun

penerima adalah larangan atau haram. Dengan
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demikian memakai, memakan, dan menggunakan harta
hasil politik uang juga hukumnya haram.
5. Pemilihan Umum
a. Definisi Pemilu
Pemilu merupakan satu usaha untuk
memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa)
dengan melakukan kegiatan retorika, public relation,
komunikasi massa, lobby, dan lain-lain. Adapun
pengertian pemilu menurut para ahli diantarannya

(Jurdi, 2018).

1) G. J. Wolhoff membuat definisi tentang pemilu
dengan memulai dari konsep demokrasi. Demokrasi
berarti pemeritahan rakyat. Pemerintahan rakyat
untuk rakyat dan oleh rakyat seluruhnya.
Karenanya, sistem pemerintahan yang demokratis
harus diatur sedemikian rupa sehingga rakyat
seluruhnya turut serta dalam pemerintahan secara
langsung atau tidak langsung. Jadi pemilu adalah
mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk
memilih wakil rakyat yang akan menjalankan

pemirintahan, di mana para wakil rakyat tersebut
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menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan
mandate dari rakyat, oleh karena itu tidak
memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara
langsung dalam pemerintahan.

2) Ramlan Surbakti mendefinisikan pemilu sebagai;
pertama, mekanisme pendelegasian  sebagai
kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan
atau calon anggota DPR, DPD, DPRD,
Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan
keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat:
kedua, mekanisme perubahan politik mengenai pola
dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai
sirkulasi elite, secara periodik dan tertib; ketiga,
mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan
dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke
dalam lembaga legislative dan eksekutif untuk
dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.

3) Robert Dahl mendefinisikan pemilu adalah
prosedur praktik politik untuk mewujudkan

kedaulatan rakyat yang memungkinkan
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terbentuknya sbuha pemerintahan perwakilan
(representative  government). Pemilu sebagai
prosedur demokrasi (atau juga disebut pemilu
sebagai pesta demokrasi) adalah untuk membentuk
sistem kekuasaan Negara yang berkedaulatan
rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang
digariskan oleh konstitusi atau Undang-Undang
Dasar NRI.

4) Indra  Pahlevi dalam  memahami tentang
kepemiluan, mengatakan bahwa terdapat dua
pemahaman mendasar terkait dengan kepemiluan,
yaitu electoral process dan electoral lawsi.

5) Michael Rush dan Althoff Phillip mendefiniskan
pemilu sebagai salah satu sarana dalam pelaksanaan
kedaulatan rakyat. Pemilu sebagai mekanisme
penyeleksian dan pendelegasian kedaulatan kepada
orang partai yang dipercaya. Orang atau partai yang
dipercayai tersebut kemudian menguasai
pemerintahan sehingga melalui pemilu diharapkan
dapat menciptakan pemerintahan yang

representatif.
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Dari berbagai definisi pemilu menurut para ahli
konstruksi UU dari pemilu ke pemilu berpendapat
bahwa pemilu yaitu sarana kedaulatan rakyat. Definisi
yang sama juga terungkap dari sejumlah ahli dalam
bidang politik mendefinisikan pemilu sebagai sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat, melalui pemilu akan
terbentuk pemerintahan yang memperoleh legitimasi
rakyat.

. Fungsi Pemilu

1) Pemilu sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi ini
sebagai kebutuhan pemerintah dan sistem politik
yang mewadahi format pemilu yang berlaku.
Melalui pemilu, keabsahan pemerintahan yang
berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program
dan kebijakan yang dihasilkannya.

2) Fungsi perwakilan politik. Fungsi ini menempatkan
pemilu sebagai mekanisme demokratis bagi rakyat
untuk mennetukan wakil-wakil yang dapat
dipercaya yang akan duduk dalam pemrintahan

maupun lembaga legislatif.
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3) Pemilu sebagai mekanisme bagi pergantian atau
sirkulasi elite penguasa. Melalui pemilu, elite yang
berasal dan mewakili rakyat bertugas untuk
mewakili kepentingan masyarakat luas.

4) Pemilu sebagai sarana pendidikan bagi rakyat.
Pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan
politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka,
dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan
pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenai demokrasi (S. Jurdi, 2020).

B. Hasil Penelitian Yang Relevan
Berdasarkan hasil penelusuran penulis terkait dengan
karya tulis atau skripsi yang ada di internet, di bawah ini
terdapat beberapa kajian yang telah diteliti oleh orang lain
yang relevan dengan judul penelitian penulis diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Antika Agustin yang
berjudul “Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Bantul Dalam Mengurangi Angka
Golput”. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana strategi
komunikasi KPU Kabupaten Bantul dalam mengurangi

angka golput, jenis penelitian yang digunakan yaitu
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deskriptif yang termasuk metode penelitian kualitatif
sedangkan skripsi penulis menggunakan jenis penelitian
naturalistik dengan pendekatan penelitian kualitatif.
Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-
sama meneliti tentang strategi komunikasi.Adapun subjek
dari skripsi Nur Atika Agustin yaitu 5 komisioner Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dan objeknya yaitu
strategi komunikasi dalam mengurangi angka golput pada
pilkada tahun 2015 sedangkan skripsi penulis subjek
penelitiannya yaitu komisi pemilihan umum Kabupaten
Sinjai dan objek yang digunakan yaitu strategi
komunikasi Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi
larangan politik uang pada pemilihan umum tahun 2019.
Dalam proses pengumpulan data yang digunakan oleh
skripsi sama dengan proses pengumpulan data oleh
skripsi  penulis  yaitu metode wawancara dan
dokumentasi. Sedangkan dalam analisis data berbeda,
skripsi Nur Atika Agustina menggunakan tiga komponen
yaitu reduksi data, penyajian data dan pengujian
kesimpulan sedangkan penulis menggunakan 4 teknik

yaitu collection data, reduksi data, penyajian data dan
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kesimpulan atau verifikasi. Perbedaan selanjutnya yaitu
terletak pada keabsahan data, skripsi hanya menggunakan
triangulasi sumber saja dimana peneliti membandingkan
hasil wawancara terhadap informan dan pihak lain atas
masalah yang sedang diteliti sedangkan skripsi penulis
menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan
triangulasi waktu.

. Skripsi yang ditulis olen Aprilia Lianjani dengan judul
Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Dalam Mensosialisasikan Program Smart City. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi
komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Tangerang Selatan dalam mensosialisasikan Program
smart city. Penelitian ini dilakukan di Kantor Komunikasi
dan Informasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Jalan
Raya Maruga No. 1, Serua, Ciputat, Kota Tangerang
Selatan, Banten 15414. Adapun waktu penelitiannya di
lakukan sejak surat ijin penelitian di turunkan pada
tanggal 25 Januari 2018. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini mengacu pada teori Hafied Cangara. Bahwa

strategi komunikasi meliputi lima tahap yaitu: penelitian,
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perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
Onong Uchjana Effendy mengatakan bahwa strategi
komunikasi merupakan paduan dari perencanaan
komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk
mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Dalam ilmu
manajemen, strategi terdiri dari tiga tahap, vaitu:
perumusan, implementasi, dan evaluasi (Lianjani, 2018).
Permasalahan yang akan diteliti di skripsi ini tentang
bagaimana strategi komunikasi Pemerintahan Kota
Tangerang Selatan dalam mensosialisasikan program
smart city, persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-
sama meneliti strategi komunikasi dan sama-sama
menggunakan teori komunikasi. Sedangkan
perbedaannya adalah skripsi Aprilia Lianjani fokus
meneliti  strategi  komunikasi Pemerintahan  Kota
Tangerang Selatan dalam mensosialisasikan program
smart city, sedangkan penulis meneliti strategi
komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
dalam sosialisasi larangan politik uang pada pemilihan
umum tahun 2019. Kemudian penelitian yang digunakan

pun sama yaitu penelitian kualitatif tetapi jenis penelitian
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yang digunakan berbeda, penulis menggunakan penelitian
naturalistik. Teknik pengumpulan data yang digunakan
oleh skripsi Aprilia menggunakan dua teknik yaitu
observasi dan wawancara berbeda dengan penulis
menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara
dan dokumentasi.

. Skripsi yang ditulis oleh Misna Muzdalifa dengan judul
Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam
Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Umum 2019 Di
Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini untuk mengetahui
Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU),
faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat
dan  hambatan dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian
kualitatif, dengan  prosedur pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data
model Miles dan Huberman dilakukan dengan interaktif
juga berlangsung terus menerus meliputi: reduksi data,

penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.
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Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nganjuk, yang beralamat di JI. Widas,
Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk,
Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
januari s/d februari 2022 (Muzdalifa, 2022). Adapun
persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama
meneliti  strategi  komunikasi dan  sama-sama
menggunakan teori strategi komunikasi. Kemudian dari
pendekatan penelitian yang digunakan yaitu sama-sama
menggunakan penelitian kualitatif tetapi berbeda dengan
jenis penelitiannya. Kemudian pengumpulan data yang
digunakan berbeda dalam skripsi yaitu observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan penulis hanya
menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu
wawancara dan dokumentasi.

. Skripsi yang ditulis oleh Hasbi Mangku Alam dengan
judul Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kota
Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya

Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam



67

meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden
tahun 2019 dan Untuk mengetahui faktor pendukung dan
penghambat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang
dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu
Presiden tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan
yaitu kualitatif. Persamaan dengan skripsi penulis yaitu
sama-sama meneliti strategi komunikasi dan penelitian
yang digunakan sama yaitu kualitatif. Sedangkan
perbedannya adalah skripsi ini fokus meneliti Strategi
Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang
Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada
Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 sedangkan
peneliti meneliti strategi komunikasi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sinjai dalam sosialisasi larangan
politik uang pada pemilihan umum tahun 2019. Dan jenis

penelitian yang digunakan penulis adalah naturalistik.



BAB I
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis  penelitian  yang digunakan adalah
naturalistik. Menurut Mulyana, penelitian naturalistik
mengasumsikan bahwa perilaku dan makna yang dianut
sekelompok manusia hanya dapat dipahami melalui
analisis atas lingkungan alamiah (natural setting) mereka.
Oleh karena itu, situasi yang alamiah, bukan situasi
buatan seperti eksperimen atau wawancara formal yang
harus menjadi sumber data, namun realitas eksis di dunia
empiris dalam arti dialami dan bukan pada metode yang
digunakan untuk menelaah dunia tersebut. Realitas harus
ditemukan dengan memeriksa dunia tersebut dan metode
hanya sekedar instrumen yang dirancang untuk
mengidentifikasi dan menganalisis karakter dunia
empiris. Dengan demikian, nilai suatu metode diukur
dengan kriteria apakah ia sesuai untuk mengukur karakter
dunia empiris tersebut. Posisi peneliti mirip dengan apa
yang dikatakan Schutz, yaitu “orang asing” (stranger).
Asumsi ini tidak berarti bahwa peneliti sekedar

68
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mengamati dari jauh, tidak mengganggu pihak yang
diamati, namun teknik-teknik lain seperti wawancara
dengan informan, pemetaan lokasi dan analisis
artefak/dokumentasi juga dilakukan. Peneliti naturalistik
sering mengkombinasikan teknik-teknik berlainan untuk
meminimalkan keterbatasan setiap tekhnik (Mulyana,
2010)

Tujuan penelitian naturalistik adalah untuk
mengetahui aktualisasi, realitas sosial dan persepsi
manusia melalui pengakuan mereka yang mungkin tidak
dapat diungkap melalui penonjolan pengukuran formal
atau pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan
terlebih dahulu. Para peneliti naturalistik meyakini bahwa
untuk memahami gejala sosial yang paling tepat adalah
apabila mereka mampu memperoleh fakta pendukung
yang sumbernya berasal dari persepsi dan ungkapan dari
para pelaku itu sendiri.

. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan
pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang

menyelidiki suatu sosial dan masalah manusia. Pada
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pendekatan ini, peneliti ditekankan untuk bersifat realitas
dan menciptakan hubungan secara sosial antara peneliti
dengan subjek yang diteliti (Noor, 2017).

Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif
adalah tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara
fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia
baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.
Subjek penelitian kualitatif adalah manusia baik secara
konseptual maupun keberadaannya dalam suatu konteks.
Davod Williams mengemukakan definisi penelitian
kualitatif sebagai pengumpulan data pada suatu latar
alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan
dilakukan oleh peneliti yang tertarik secara alamiah.
David Williams terhadap penelitian kualitatif terletak
pada karakter alamiahnya, baik dalam teknik
pengumpulan data, metode, serta proses penelitian yang
dilakukan peneliti (Widiawati, 2020).

Penelitian kualitatif lebih melihat pada kualitas
objek penelitian misalnya, nilai, makna, emosi manusia,
penghayatan keberagaman, keindahan karya seni, nilai

sejarah dan lain-lain (Abdussamad, 2021).

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif
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karena peneliti ingin mengetahui secara rinci dan
mendalam tentang bagaimana strategi komunikasi Komisi
Pemilihan Umum kabupaten Sinjai dalam sosialisasi

larangan politik uang pada pemilihan umum tahun 2019.

B. Definisi Oprasional
Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan dalam
proposal penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Dalam
Sosialisasi Larangan Politik Uang Pada Pemilihan Umum
Tahun 2019”.

Berdasarkan pada definisi operasional diatas, maka
penulis dapat menyimpulkan yaitu:

1. Strategi Komunikasi  Komisi  Pemilihan ~ Umum
Kabupaten Sinjai dalam Sosialisasi Larangan Politik
Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu (1)
mengenal khalayak, (2) menyusun pesan, (3) menentukan
metode, (4) pemilihan penggunaan media, dan (5)
peranan komunikator.

2. Faktor pendukung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sinjai dalam Sosialisasi Larangan Politik Uang Pada

Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu adanya Undang-
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undang yang mengatur dan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum (PKPU), sumber daya manusia (SDM) yang
dimiliki KPU Kabupaten Sinjai dalam melakukan
sosialisasi,  partisipasi masyarakat yang sangat
mendukung dalam kegiatan sosialisasi, serta konten atau
materi sosialisasi yang sudah disiapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia sedangkan, faktor
penghambatnya yaitu kurangnya anggaran dalam
melakukan sosialisasi dan kurangnya kesadaran
masyarakat dalam menghindari politik uang.
C. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Tempat untuk penelitian ini dilakukan di Kantor

Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai jalan Bhayangkara
No. 11, Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten
Sinjai, Sulawesi Selatan 92615.

2. Waktu Penelitian

Untuk waktu yang akan digunakan peneliti dalam
penelitian ini yaitu selama dua bulan terhitung dari bulan
Juni sampai Juli 2023.
D. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
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Berdasarkan judul yang akan diteliti, yang
menjadi subjek penelitian di dalam penelitian ini adalah
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

2. Objek Penelitian

Berdasarkan judul yang akan diteliti, maka yang
menjadi objek penelitian adalah Strategi Komunikasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Dalam
Sosialisasi Larangan Politik Uang Pada Pemilihan Umum
Tahun 2019.

E. Teknik Pengumpulan Data
Pada pelaksanaan penelitian, peneliti akan terlibat
langsung dalam proses mengumpulkan data, mengelolah
data, serta menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.
Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:
1. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang
dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.
Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa wawancara
(interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses
interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber
informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee)

melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan
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bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka
(face to face) antara pewawancara dengan sumber
informasi, di mana pewawancara bertanya langsung
tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang
sebelumnya (Yusuf, 2017).

Metode wawancara yang digunakan dalam
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
Strategi Komunikasi  Komisi  Pemilihan ~ Umum
Kabupaten Sinjai Dalam Sosialisasi Larangan Politik
Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, serta apa saja
fakor pendukung dan penghambat Strategi Komunikasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Dalam
sosialisasi Larangan Politik Uang Pada Pemilihan Umum
Tahun 2019. Adapun jenis wawancara yang digunakan
dalam penelitian yaitu: Wawancara terencana - tidak
terstruktur: adalah apabila peneliti/ pewawancara
menyusun rencana (schedule) wawancara yang mantap,
tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.

. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya
seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu.
Dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang,
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peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai
dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber
informasi  yang sangat berguna dalam penelitian
kualitatif. Dokumen ini dapat berupa teks tertulis,
artefact, gambar maupun foto (Yusuf, 2017). Adapun
dokumentasi yang dimaksud yaitu dokumen berbentuk
foto atau file terkait dengan tempat yang akan diteliti
misalnya, gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri
dari sejarah, visi misi, dan struktur organisasi kantor,
serta dokumen lain yang menjadi kebutuhan dalam
penelitian.

Mengumpulkan dokumen berupa data tertulis
yang mengandung keterangan dan penjelasan serta
pemikiran tentang fenomena yang masih actual (Hidayat,
2006). Pengumpulan berdasarkan tulisan-tulisan dalam
bentuk catatan, buku, arsip-arsip gambar milik Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

F. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen
penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti
sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh

peneliti  kualitatif siap melakukan penelitian yang
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selanjutnya terjun ke lapangan. Peneliti kualitatif sebagai
human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian,
memilih informan sebagai sumber data, melakukan
pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data,
menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya
(Sugiyono, 2013).

Adapun instrument pendukung atau alat bantu dalam

proses penelitian yaitu:

1. Pedoman wawancara, Yaitu berisi daftar pertanyaan
terkait dengan Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sinjai Dalam Sosialisasi Larangan
Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, serta
apa saja faktor pendukung dan penghambat Strategi
Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
Dalam Sosialisasi Larangan Politik Uang Pada Pemilihan
Umum Tahun 2019.

2. List dokumen, yaitu alat bantu yang berfungsi untuk
mengumpulkan  bukti-bukti  dokumentasi  seperti
handphone, kamera, dan alat perekam.

G. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya

ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas
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merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada
obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh
peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang
tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti
dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek
penelitian. Reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi
dan stabilitas data atau temuan. Jadi uji keabsahan data
dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas
internal), transferability (validitas eksternal), dependability
(reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas).

Uji kredibilitas data hasil penelitian yang dilakukan
adalah dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian
kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari
berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
Triangulasi dilakukan untuk pengecekan hasil penelitian
melalui triangulasi sumber, triangulasi tekhnik pengumpulan
data, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas
data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah
diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik
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Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data
yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada
sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya
data yang diperoleh dengan wawancara, kemudian
melakukan pengecekan dengan observasi, dokumentasi,
dan kuesioner. Jika dengan tiga teknik pengujian
kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang
berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih
lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang
lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar,
atau mungkin semuanya benar, karena adanya sudut

pandangan yang berbeda-beda.
. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering memengaruhi kredibilitas data.
Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara bisa
saja dipengaruhi dengan waktu pada saat melakukan
wawancara. Misalnya, pada saat melakukan wawancara
pada pagi hari saat narasumber masih segar, belum
memilki banyak masalah, akan memberikan data yang
lebh valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam
rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara,
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observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang
berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda,
maka dilakukan  secara  berulang-ulang  sampai

menemukan data yang pasti (Sugiyono, 2013).
H. Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian, data yang diperoleh
kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data
kualitatif model interaktif dari Mils dan Huberman yang
terdiri atas empat komponen yaitu dari collection data,

reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Salim, 2012).

Dalam penelitian kualitatif analisis data yang terbaik
dilakukan sejak awal penelitian. Peneliti tidak boleh
menunggu data lengkap terkumpul dan kemudian
menganalisisnya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa
analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian
dan pengaturan transkrip wawancara, observasi dan catatan
lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk
meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah
dikumpulkan sehingga memungkinkan temuan peneliti dapat
disajikan dan diinformasikan kepada orang lain (Yusuf,
2017).
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Teknik analisis data dapat dilakukan dengan empat
langkah yang yaitu collection data, reduksi data, penyajian
data, dan kesimpulan yang akan dijelaskan lebih lanjut.

1. Collection Data
Collection data adalah proses pengumpulan,
pengukuran, dan analisis berbagai tipe informasi dengan
menggunakan  teknik  berstandar. Tujuan utama
pengumpulan data adalah untuk mengumpulkan
informasi dan data terpercaya sebanyak-banyaknya.
2. Reduksi Data

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi
data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan
transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan
tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara
terus menerus selama penelitian berlangsung.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan
informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

4. Kesimpulan/Verivikasi
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Kesimpulan awal yang dikemukakan masih
bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung
oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti
kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan
yang kredibel (Sugiyono, 2013).



BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Singkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sinjai

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
Kabupaten Sinjai merupakan lembaga penyelenggara
pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan
umum di Kabupaten Sinjai yang susunannya bersifat
hierarkis dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat (RI).
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang
selanjutnya  disingkat KPU  Kabupaten  Sinjai
beralamatkan di Jalan Bhayangkara No. 11, Bongki,
Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Sulawesi
Selatan 92615 (Ramli, 2021).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
berdiri pada Tahun 2003. Semenjak didirikan pada Tahun
2003 telah mengalami 4 kali pergantian ketua. Berikut
Nama-nama yang pernah menjabat di Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sinjai mulai Tahun 2003 sampai

sekarang:

82
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a. Tahun 2003-2008
1) H. Musa Rasyid (Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sinjai)
2) Abdul Samad (Divisi Hukum)
3) Sofyan Hamid (Divisi Partisipasi Masyarakat)
4) Andi Darmawansa (Divisi Teknis)
5) Rusdianto (Divisi Data)
b. Tahun 2008-2013
1) Sofyan Hamid (Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sinjai)
2) Fariandi Matoa (Divisi Partisipasi Masyarakat)
3) Jainu (Divisi Data)
4) Fadlula Marzuki (Divisi Hukum)
5) Hasriani (Divici Teknis)
c. Tahun 2013-2018
1) Muhammad Arsal (Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sinjai
2) Mauhammad Naim (Divisi Teknis)
3) Muhammad Ridwan (Divisi Hukum)
4) Muhammad Kasim (Divisi Data)
5) Nurhikmah (Divisi Partisipasi Masyarakat)
d. Tahun 2018-2023
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1) Muhammad Naim, S.Pd (Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sinjai)
2) Muhammad Kasim (Divisi Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM)
3) Nurhikmah, S.S (Divisi Perencanaan, Data, dan
Informasi)
4) Awaluddin, S.Kom.l.,M.Pd.l  (Divisi  Teknis
Penyelenggaraan Pemilu)
5) Muhammad Arsal, S.E (Divisi Hukum dan
Pengawasan)
2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
a. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
Visi ialah pandangan jauh tentang suatu
perusahaan ataupun lembaga dan lain-lain, visi juga
dapat diartikan sebagai tujuan perusahaan atau
lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk
mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan
datang atau masa depan.
Adapun visi dari Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sinjai adalah menjadi penyelenggara

pemilihan umum yang mandiri, professional, dan
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berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER

dan JURDIL (KPU Sinjai)

. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjali

Jika Visi adalah gagasan mengenai tujuan utama,
maka Misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui
untuk mencapai Visi tersebut. Selain itu, Misi juga
merupakan deskripsi atau tujuan mengapa perusahaan,
organisasi, atau instansi tersebut berada di tengah-
tengah masyarakat.

Adapun Misi dari Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut (KPU Sinjai):
1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu

yang Efektif dan Efesien, Transparan, Akuntabel,
serta Aksesibel;

2) Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi
dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan
mengukuhkan code of conduct penyelenggaraan
Pemilu;

3) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang
memberikan kepastian Hukum, progresif, dan

Partisipatif;
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4) Meningkatkan kualitas pelayananan Pemilu untuk
seluruh pemangku kepentingan;

5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih
dalam pemilu, pemilih Berdaulat Negara Kuat; dan

6) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi
informasi dalam penyelengaraan Pemilu.

. Struktur  Organisasi  Komisi  Pemilihan  Umum

Kabupaten Sinjai Profil Anggota Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sinjai Periode 2019-2023 (KPU

Sinjai):
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Gambar 4. 1 Profil Anggota KPU Kabupaten Sinjai
Periode 2019-2023
b. Struktur  Sekretariat Komisi Pemilihan  Umum
Kabupaten Sinjai Periode 2019-2023 (KPU Sinjai)

“ STRUKTUR ORGANISASI

A
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM REZE
KABUPATEN S

Gambar 4. 2 Struktur Sekretariat KPU Kabupaten
Sinjai
3. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota
Berdasarkan peraturan KPU Nomor 8 Tahun
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, tugas dan  wewenang KPU
Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut (KPU Sinjai):
a. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU kabupaten/Kota

memiliki tugas:
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Menjabarkan  program  dan  melaksanakan
anggaran;

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan
Pemilu di Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan
penyelenggaraan pemilu oleh PPK, PPS, dan
KPPS dalam wilayah kerjanya;

Menyampaikan daftar pemilu kepada KPU
Provinsi;

Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data
pemilu terakhir dengan memperhatikan data
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan
oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai
daftar pemilih;

Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil
penghitungan suara pemilu anggota DPR,
anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta
anggota DPRD  Kabupaten/ Kota yang
bersangkutan berdasarkan berita acara hasil

rekapitulasi suara di PPK;
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Membuat berita acara dan sertifikat perhitungan
suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta Pemilu; Bawaslu Kabupaten/ kota, dan
KPU Provinsi;

Mengumumkan calon anggota DPRD
Kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi
jumlah kursi setiap daerah di Kabupaten/kota
yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
Menindaklanjuti dengan segera temuan dan
laporan yang disampaikan oleh Bawaslu
Kabupaten/Kota;

Menyesoalisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/
atau yang diberkaitan dengan tugas dan
wewenang KPU  Kabupaten/Kota  kepada
masyarakat;

Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap
tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan

perundang-undangan.

. Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota

berwenang (KPU Sinjai):
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1) Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kabupaten/
Kota,

2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah
kerjanya,

3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil
penghitungan suara pemilu anggota DPRD
kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil
penghitungan suara di PPK dengan membuat berita
acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan
suara;

4) Menetapkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk
mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD
Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

5) Menjatuhkan  sanksi  administrasi  dan/atau
menonaktifkan sementara anggota PPK dan
anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan
yang mengakibatkan  terganggunya tahapan
penyelengaraan  Pemilu  berdasarkan  putusan
bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan
Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan
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6) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh

KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan

perundang-undangan.

. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU

Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang (KPU

Sinjai);

1) Merencanakan program dan anggaran;

2) Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota;

3) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota dengan
memperhatikan pedoman dari KPU dan/ atau
KPU Provinsi;

4) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk

setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;



5)

6)

7)

8)

92

Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam
Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati atau Wali kota atau Wakil Wali
Kota dalam wilayah kerjanya;
Mengoordinasikan,  menyelenggarakan,  dan
mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wali Kota Sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU
Provinsi;
Menerima daftar pemilih dari PPK dalam
penyelengaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan
oleh Pemerintah dengan memperhatikan data
terakhir:
a) Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
b) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
c) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan
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Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai

daftar pemilih;
Menerima daftar pemilih dari ppk dalam
penyelengaraan  pemilihan ~ Gubernur  dan
menyampaikan kepada KPU Provinsi;
Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau
calon Wali Kota dan Wali Kota yang telah
memenuhi persyaratan;
Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara pemilih Bupati dan Wakil
Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali kota
berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara
dan seluruh PPK di Wilayah Kabupaten/kota yang
bersangkutan;
Membuat berita acara pengitungan suara serta
membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib
menyerahkan kepada saksi peserta Pemilihan,
Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota
untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
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Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati
atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan
dibuatkan berita acaranya;

Melaporkan hasil Pemilihan Bupati atau Wali
Kota kepada menteri melalui Gubernur dan
kepada KPU melalui KPU Provinsi;
Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi
Bawaslu Kabupaten/kota atas temuan dan laporan
adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
Mengenakan sanksi administratif dan/atau
menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota
PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/kota, dan
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/kota yang
terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelengaraan pemilihan
berdasarkan rekomendasi Bawaslu
Kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan
Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas

KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
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19) Melaksanakan tugas dan wewenang Yyang
berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau
KPU Provinsi;

20) Melakukan evaluasi dan membuat laporan
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

21) Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan
Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi,
Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan

22) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang
diberikan olen KPU, KPU Provinsi, dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Strategi Komunikasi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
dalam Sosialisasi Larangan Politik Uang Pada Pemilihan
Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2019.

Keberhasilan suatu kegiatan komunikasi secara

efektif itu ditentukan dari strategi komunikasi. Strategi
komunikasi ini sangat diperlukan ketika Kkita sedang
melakukan komunikasi terutama ketika kita melakukan

sosialisasi. Seorang komunikator ketika ingin komunikannya
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melakukan apa yang disampaikan maka seorang
komunikator ini harus memiliki strategi komunikasi.
Berbicara mengenai komunikasi di sebuah Instansi,
Lembaga, atau Organisasi pasti tidak lepas membahas
tentang strategi komunikasi.  Strategi komunikasi pada
dasarnya dapat diaplikasikan pada banyak hal, dalam hal ini
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai menerapkan
strategi komunikasi untuk mensosialisasikan, menghimbau,
dan mengajak masyarakat dalam partisipatif pemilu agar
menghindari dan tidak melakukan praktik politik uang.
Strategi komunikasi yang digunakan oleh komisi pemilihan
umum dalam sosialisasi larangan politik uang pada
pemilihan umum tahun 2019 sebagai berikut:
1) Mengenal Khalayak
Mengenal khalayak adalah hal utama yang harus
dilakukan  olen  seorang komunikator  sehingga
komunikasinya  berjalan  secara  efektif. = Dalam
merumuskan strategi komunikasi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sinjai, khalayak adalah mereka yang
sudah terdaftar sebagai pemilih partisipatif aktif yaitu dari
umur 17 tahun keatas yang memang sudah di petakan

olen KPU Republik Indonesia sebagaimana yang
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dipaparkan oleh Muhammad Kasim Divisi Sosialisasi,
Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Khalayak atau target komunikasi KPU
Kabupaten Sinjai adalah seluruh masyarakat
yang berada di Kabupaten Sinjai yang sudah
tercatat secara administratif. Dan cara KPU
Kabupaten Sinjai dalam menentukan Khlayak
sudah di petakan oleh KPU Republik Indonesia
jadi setiap selesai pemilu itu diadakan evaluasi
secara Nasional soal kegiatan sosialisasi dan
pendidikan pemilih dalam setiap pemilu,
hasilnya itu KPU Republik Indonesia yang
membuat rumusan keputusan-keputusan soal
khalayak yang menjadi sasaran sosialisasi
(Muhammad Kasim, Wawancara, 2023).

Dalam membentuk strategi komunikasi KPU
Kabupaten Sinjai juga melihat kepada latar belakang dari
masyarakat sinjai yang berbeda. Mengingat perbedaan
latar belakang masyarakat mulai dari bahasa,agama,
budaya, tingkat pendidikan serta perbedaan tempat
tinggal antara di Kota dan di Desa. Selain itu perbedaan
bahasa yang digunakan dalam sosialisasi juga berbeda
baik warga di Perkotaan dan Pedesaan, Remaja sampai

Lansia.
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Suatu ketika Kkita sosialisasinya menyasar hanya
kelompok pemilih pemula saja. Kemudian
dikesempatan lain kita lakukan pertemuan
dengan tokoh keagamaan misalnya semua
penyuluh agama atau masuk ke pesantren. Di
rentang waktu yang lain kita bertemu dengan
komunitas atau pedangan yang ada di Pasar
(Muhammmad Kasim, Wawancara, 2023).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai

melakukan pendekatan yang berbeda pada setiap

tempatnya, hal ini dilakukan agar komunikasi yang

dilakukan oleh KPU Kabupaten Sinjai dapat diterima dan

lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Sebagaimana

yang dipaparkan oleh Nurhikmah Divisi Perencanaan,

Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sinjal.

Dalam sosialisasi larangan politik uang KPU
Kabupaten Sinjai melihat keadaan masyarakat
yang ada misalnya di masyarakat perkotaan lebih
senang melakukan kegiatan berolahraga dan
berkumpul pada hari minggu pagi contohnya car
free day, dengan melihat situasi ini kami dari
KPU Kabupaten Sinjai juga ikut serta bahkan
kami menggelar acara jalan santai dan
memberikan dooprize bagi masyarakat yang bisa
menjawab  pertanyaan seputar  sosialisasi,
kegiatan seperti ini yang bisa menarik minat
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masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Kemudian
kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat
tentang politik uang cara ini dilakukan untuk
masyarakat di daerah perkotaan. Berbeda lagi
dengan masyarakat di desa mereka lebih dekat
dengan tokoh masyarakat atau pemuka agama
setempat. Maka KPU Kabupaten Sinjai akan
melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat
atau pemuka agama yang ada di suatu daerah
untuk ikut mensosialisasikan larangan politik
uang, biasanya kami melakukan kegiatan
sosilalisasi dengan mendatangi majelis-majelis
atau tempat pengajian yang ada, atau membuat
acara pengajian (Nurhikmah, Wawancara, 2023).

Untuk lebih  mengenal khalayak Komisi
Pemilihan Umum telah membuat sasaran sosialisasi
terkait larangan politik uang, sebagaimana yang

dipaparkan oleh Muhammad Kasim.

Untuk mengenal khalayak itu sudah ditetapkan
secara Nasional oleh KPU RI dirumuskan dalam
basis atau komunitas yang menjadi sasaran
sosialisasi baik secara umum sosialisasi,
terkhusus juga politik uang (Muhammad Kasim,
Wawancara, 2023).

Berikut dokumen yang bisa memperkuat

wawancara mengenai cara Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sinjai dalam Mengenal Khalayak.



100

SALINAI

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN
2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : m  bahwa untuk mendukung pelaksanaan tahapan
penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan di luar
negeri, perlu melakukan penyesuaian  beberapa
ketentuan dan formulir yang untuk
mendukung pelak peny

pemmh

b ! dan formulir sebagaimana
dmwdnhmhumnnkm&uxmhnnUmme
7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem
Informasi Data Pemilih sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan
tahapan penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan
di luar negeri sehingga periu diubah;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan humaf b, perlu
menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Perubah atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umumﬂoalor?'!‘-hunmanmmmn
Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Neurl Republtk Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tamb baran Negara

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) scbagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan

fih knu nn i
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e

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem
Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar
Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 19 ayat (3) huruf h dan huruf i dihapus sehingga
Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19
(1) Pantarlih melaksanakan Coklit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berdasarkan

Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar

Pemilih.

(2) Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara
mendatangi Pemilih secara langsung.

(3) Dalam melaksanakan kegiatan Coklit sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Pantarlih:

a. mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir
Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el
dan/atau KK;

b. mencatat data Pemilih yang telah memenuhi
syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar

Pemilih;

c. memperbaiki data Pemilih jika terdapat
kekeliruan;

d. mencatat keterangan Pemilih penyandang

disabilitas pada kolom ragam disabilitas;

o5 mencatat data Pemilih yang telah berubah
status dari status prajurit Tentara Nasional
Indonesia atau anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia menjadi status sipil
dibuktikan dengan menunjukkan surat
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3)

.

keputusan pemberhentian sebagai anggota
Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

i mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el
dengan memberikan keterangan Pemilih tidak
memiliki KTP-el;

. mencoret data Pemilih yang telah meninggal
dibuktikan dengan menunjukkan surat
keterangan kematian atau dokumen lainnya;

h. dihapus:

A dihapus;

i- mencoret data Pemilih yang telah berubah
status dari status sipil menjadi status prajurit
Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia
dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda
anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

k. mencoret data Pemilih yang belum pernah
kawin /menikah dan belum genap berumur 17
(tujuh belas) tahun pada hari pemungutan
suara; dan

1. menandai data Pemilih, yang berdasarkan
KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih
yang beralamatdi TPS wilayah kerja Pantarlih.

Pantarlih mencatat hasil Coklit dalam buku kerja

Pantarlih.

Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW dalam

melaksanakan Coklit.

Ketentuan ayat (5) Pasal 20 diubah serta ayat (6) dan
ayat (8) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

)

Pasal 20
Dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam formulir
Model A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2), Pantarlih:

a. memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat
sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el; dan

b. mencatat Pemilih yang bersangkutan ke
dalam formulir Model A-Daftar Potensial
Pemilih.

Dalam hal Pemilih yvang belum terdaftar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
diternui secara langsung, Pantarlih meminta
keluarga Pemilih untuk menunjukkan salinan KTP-
el Pemilih yang bersangkutan.

Dalam hal keluarga Pemilih tidalk dapat
menunjukkan salinan KTP-el sebagaimana
dimaksud pada ayat 2), Pantarlih dapat
berkomunikasi melalui panggilan video atau
konferensi video dalam waktu seketika yang
memungkinkan Pantarlih dan Pemilih untuk saling
bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat
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.,

kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-
el.

Dalam hal keluarga Pemilih tidalk dapat
menunjukkan salinan KTP-el Pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan Pantarlih tidak dapat
berkomunikasi dengan Pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pantarlih meminta
keluarga Pemilih untuk menunjukkan KK Pemilih
yang bersangkutan.

Pantarlih mencatat alamat Pemilih dan menuliskan
frase alamat KTP-el sesuai pada kolom keterangan.
Dihapus.

Dalam hal Pemilih yang dicatat dalam Daftar
Pemilih pada formulir Model A-Daftar Potensial
Pemilih tidalk memiliki KTP-el, Pantarlih
memberikan keterangan Pemilih belum memiliki
KTP-el.

Dihapus.

Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar
Potensial Pemilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IIl yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
Peraturan Komisi ini.

Pasal 36 ayat (2) huruf b dihapus sehingga Pasal 36
berbunyi sebagai berikut:

(1)

2)

3)

)

3)

Pasal 36
PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran
berdasarkan hasil Coklit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (3).
Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dalam urutan
Pemilih per nama untuk:

a. Pemilih baru;

b. dihapus;

e Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan
d. perbaikan data Pemilih.

Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS
dengan menggunakan formulir Model A-Daftar
Perubahan Pemilih.

PPS dalam menyusun Daftar Pemilih hasil
pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dibantu oleh Pantarlih.

Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar
Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
Peraturan Komisi ini.
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Kotentumn Pansl 42 ddubimh sehioges Berbunyt sebagal
LEST LY

Pannl 42
PR menyvarmpailonn Berite sonrm plonoe reloapioolos dan
rmuliy Model A-Rekpp PP Porubshmn Pom b dalem
bentule salinan naskah asl kepoada:
“ LA M
LI Poanwania Kelurabhno/ Dess stan seloadann laing
) perwakilan peserta Pemilo tinghat kelarahan /dess
bt bt Lnbeng dan
o prranghant  pemecintabs boghat helaranban /denn
alau sebiatan ain.

WOtontumn myat (0] Pasal 59 diubah, sobinpps borbuany
wobipat beribout

Panal A0

(1) KL anedabens by rolespibonbonmt flrpghest nmsionsl vy
merneakagy
" tehapitolant hasll pormuiakbiran per peoviosd

chonns ol hasr et dan
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() MWeliapibotont basil poernnatadsbirnn ol dlalom oegern s
iy ol B oot me gt imins disdosucd  prmca
myab L) Bt bbb bvislommi hmin ddnte pomcln
formualing
" lrm'tol Aol Provinst Perubabusn Pooaiding

dan
. 'h:i.?'(}:l Aok Porubahan Pomilih Selurah

() Nebiapitotawt Basit peanutabbdrmn per poeoviomt dan
b Bse et webiapa bt bl ayer (2)
st lonn et rebospritalas L
P tibe bebvanny Hogebond ovmmdomval oo alitumnghnn e
shalanen Foronu e Maondel A Heboap Nasional Peruabiaban
Poanlihe

(M) Kelapitulant  DPM g gaovinst dan DPMLN
sobmpniinmnn dimmkaud paddn wyst (1) ot b
Alabouiiomn Bordmmmibomn ntm prmadn ool
n Model AclRekap Provins dan
b Model A<faekap e slelurualy PrLN

8 Nelapitulast DIPS por provionsd dan DPS aar negoes
sebmgatmnng  dimabwud  ayar () dignbungloan
e ek reliapiiolns LRI bt UGN
merpunakan formulir Madel A Heloap Nastonal

() Kelentumn menpensl Boomade Masdel . A Hedoap
Nantonsl  sebinpgatmmnns dbimmbsud  pada aysat (8)
T tuien ctimbann Lomnpebd ooy XEVEL Vg someu pralon
Poonpghinin Lhatiade twrprimmbibomn b Poratunan Kanisi
ni.

(7)) Ketentunn  mengensl  formualile Model A Rokap
Porubimban Pomilin. Selurah PPLN sebsgnimann
Almmbonud ko ayat 2) torcmntum ol Lavngpionn
NEXVI vong merapebonn Baggian ek torpinahilonn
Anlmm Porsraran Komist ind
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Y A

Ketentuan Pasal 42 dimubah schingaa berbunyi: sebagal
berikut:

Pasal 42

PPS menyampaikan berita acara pleno rekapitulas: dan
formmulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalaoam
bDentulk salinan nasicah asli kepado:

o
b
oo

o

PPK:

Panwaslu Kelurahan/ Desa atau sebutan Lol

perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan /desa
e

at pemenntah tingkat  kelurahan/desa
1las

Ketentuan ayat (8) Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berilcut:

(1)

)

3)

)

(&)

(7)

Pasal 59

KPU melakukan relkapitulast tingkat nasional yvang
mencaloup:
“. rekapitulas: hasil pemutakhiran per provinst

cdarn di luar negeri; dan
. relkapitulast DPS per provinslt dan DPSIN.
Rekapitulasi hasil pemutakhiran di dalam negeri
dan di luar negeri scebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan data pada
formulir:
o md A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih;

b. r;:t:l A-Rekap Perubabhan Pemilih Seluruh
Rekapitulasi hasil pemutakhiran per provinsi dan
di luar negeri sebagalmana dimaksuad ayat (2)
digabungkan menjadi relkapituloasi hasil
pemutakhiran tingkat nasional dan dituongkan ke
dalam formulir Model A-Rekap Nasional Perubahan
Pemilih.

Relkapitulas: DPs per provinsi dan DPFSLN
scbagaimanna dimaksud pada ayat (1) haraf b
dilakukan berdasarkan data pada formulir:

o Model A-Rekap Provinsi; dan

b. Model A-Rekap Pemilih Seluruh PPLN.
Rekapitulasi DPS per provinsi dan DPS luar negeri
scebagaimana dimaksud ayat (4) digabungkan
men jaci relkcapitulasi DPs tingkat nasional
menggunakan formulir Model A-Rekap Nasional.
Ketentuan mengenal formulir Model A-Rekap
Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tercanturm dalam Lampiran XLVII yang merupalcan
wboginn tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi

Ketentuan mengenaid  formulir Model A-Rekap
Perubahan Pemilih Seluruh PPLN scbagaimana
dimakcsud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran
XXXVIL yvang merupakan bagian tidak terpisahlcan
dalam Peraturan Komaisi ol
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(2) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap
Pemilih Seluruh PPLN  scbagaimana  dimaksud
pada aval (4) rercantum dalam Lampiran XXXIXA
yang merupakan bagian tidak terpisahlkan dalam
Peraturan Komis: int.

Ketentuan ayat (2) Pasal 102 diubah schingga berbunyi
sebagai Derikkut:

Pasal 102

(1) PPLN menyusun DPTLN berdasarkan formualis
Model A-Daftar Perubahan Pemilih PPLN.

2) PPLLN menuangkan POTIVUELINDAan DPFTLN
sebagaimana dimaksud pada ayval (1) ke dalam
formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN.

(3) Penyusunan DPTLN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara yvang
ditandatangani oleh ketua dan anggota PPLN.

Di antara harmaf e dan huraf f avat (3) Pasal 120
disisipkan 1 (satu) huruf, vakni huruf el scehinggs Pasal
120 berbunyi scbhagai berikut:

Mol 120

(1) DFTLN dapat dilengkapi dengan DPTLHLN.

2) Pemilih yvang terdafar dalam DPFTHELEN sebagaimaans
dimaksud pada aval (1) merupakan Pemilih yang
telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yvang
karena keadaan tertentu tidak dapat menggunalkan
haknya untulk memilih TPSIN asal.

3) Keadaan tertentu scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:

“_. menjalankan tugas i tempat lain atau negara
lain pada saat hard pemungutan suara;
b, menjalani rawat inap i fasilitas pelayanasan

kesobhatan dan kciuarga yang moendampingi;
. penyandang disabilitas
d. tugas belma.r/mencnxpuh pendidikan
menengah atau pendicilkan tinggsl;

. pindah domisily;

el. pindah motode pemiliban;g

r tertimpa bencana alan

= bekerja di lhar domisili; dan /atau

h. keadaan tertoentu di luar dan ketentuan diatas
o s dengan poraturan perundang-
undangan.

“*) Pemihih yang terdaftar dalam DPTLHLN sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dapat menggunakan
haknya untulk memilih:

- calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat jika
pindah memilily ke suatu negara; dan

b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
Jika pindah memilih ke suatu Negara.,
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Gambar 4. 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2023

Basis pemilih yang menjadi sasaran sosialisasi
dalam mengenal khalayak diantaranya:
a) Basis Keluarga

Basis keluarga sebagai salah satu orientasi

gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena
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keluarga merupakan unit sosial-ekonomi terkecil
dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari
semua insitusi. Keluarga adalah kelompok besar yang
terdiri dari dua orang atau lebih dengan jaringan
interpersonal, kekerabatan, pernikahan, atau adopsi.
Beberapa ahli bahkan mengatakan bahwa keluarga
adalah abstraksi ideologis dengan citra romantis,
proses, unit intervensi, jaringan, dan tujuan atau
tempat peristirahatan terakhir. Pada akhirnya, seluruh
basis pemilih yang ada di tengah-tengah masyarakat
akan kembali kepada keluarganya mereka. Kebutuhan
fisik dan psikologis anggota dipenuhi melalui struktur
keluarga, termasuk kebutuhan sosialisasi dan
pendidikan pemilih. Tidak ada manusia di dunia ini
yang bisa melarikan diri dari lingkungan keluarga.
Ketika seseorang meninggalkan unit keluarga, dia
benar-benar telah meninggalkan struktur sosial
masyarakat atau telah menjadi antisosial.

Contoh dari jenis kegiatan ini termasuk
sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk ibu-ibu
arisan, perkumpulan rutin tingkat RT/RW, dan

sebagainya.
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b) Basis Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah seseorang yang telah
mencapai usia pemilih dan menggunakan hak pilihnya
dalam pemilihan untuk pertama kalinya. Pemilihan
diadakan setiap lima tahun di Indonesia, sehingga
rentang usia untuk pemilih pertama kali adalah dari 17
untuknya hingga 21 untuknya. Pemilih pemula
biasanya adalah mereka yang masih di sekolah
menengah atas (SMA) atau sederajat, dan mereka yang
saat ini belajar di perguruan tinggi. Selain itu, anak-
anak putus sekolah berusia 17 hingga 21 tahun juga
merupakan basis bagi pemilih pemula yang
membutuhkan keterlibatan dan pendidikan pemilih.
Basis Pemilih Muda

Menurut Undang-Undang Pemuda No. 40
tahun 2009, seorang remaja didefinisikan sebagai
warga negara antara usia 16 dan 30 tahun. Dalam
konteks pemilu, basis pemilih muda mengacu pada
warga negara di bawah usia 30 tahun yang berhak
memilih. Pemilih muda berusia antara 22 hingga 30
tahun. Penting bahwa pemilih muda menerima

dukungan pemilu dan pendidikan, apakah mereka



110

Mahasiswa, bekerja atau tidak. Karena pemilih muda
akan mengisi sistem pemilu dalam waktu yang sangat
lama. Pelatihan lanjutan diperlukan untuk membuat
keyakinan mereka pada pemilihan sebagai sarana
demokrasi tumbuh lebih kuat dan lebih dalam.
d) Basis Pemilih Perempuan

Basis pemilih perempuan menjadi sasaran
sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka
tidak hanya akan memainkan peran strategis dalam
mengasuh dan mendidik anak ketika mereka menjadi
ibu rumah tangga. Pengalaman berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan keluarga meningkatkan literasi
politik anak-anak, mengembangkan keterampilan
interaksi politik, dan meningkatkan kemungkinan
partisipasi aktif mereka dalam sistem politik sebagai
orang dewasa. Keluarga juga membentuk sikap politik
masa depan dengan memposisikan individu di dunia
sosial yang lebih luas. Contoh bentuk kegiatannya
adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke
kelompok-kelompok perempuan, ibu-ibu / emak-emak
kompleks, dan sebagainya.

e) Basis Pemilih Penyandang Disabilitas
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Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas, “penyandang
disabilitas” didefinisikan sebagai orang yang memiliki
keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau
sensorik dalam berinteraksi dengan lingkungan dan
dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang.
Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan
pendidikan  pemilih ke  komunitas/masyarakat
penyandang disabilitas.
Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus

Pemilih  berkebutuhan  khusus, termasuk
mereka yang tinggal di daerah terpencil, penghuni
fasilitas pemasyarakatan, pasien dan staf rumah sakit,
penambang laut, pekerja perkebunan, dan kelompok
marjinal lainnya. Pemilih dengan kebutuhan khusus
adalah landasan penjangkauan dan pendidikan
pemilih, terutama karena informasi terkait pemilu
kurang. Hal ini dikarenakan mereka tinggal di daerah
khusus dalam hal akses ke daerah yang sulit diakses
dan bersifat eksklusif karena tidak semua orang bisa
leluasa masuk ke daerahnya. Seperti Penjara/lapas,

Rumah Sakit. Contoh bentuk kegiatannya adalah
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sosialisasi dan pendidikan pemilih ke narapidana
penghuni lembaga permasyarakatan, nelayan, pegawai
perkebunan sawit, masyarakat adat dan sebagainya.
Basis Pemilih Marginal

Kelompok marjinal kekurangan sumber daya
yang memadai, akses ke informasi, dan kepercayaan
diri, dan merupakan landasan sosialisasi dan
pendidikan pemilih. Mereka memiliki hak yang sama
untuk hidup dan partisipasi seperti warga negara
lainnya. Namun, keadaan dan keadaan hidup mereka
membuat mereka dalam posisi tidak berdaya dan tidak
mau berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.
Mereka membutuhkan sosialisasi, motivasi dan
fasilitasi untuk dapat berpartisipasi sehingga secara
sosial mereka tidak makin terbelakang. Contoh bentuk
kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih
ke masyarakat nelayan pinggiran, komunitas waria,
LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender),
masyarakat miskin Kota, pemulung, dan sebagainya.
Basis Komunitas

Komunitas adalah sekelompok orang yang

peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya.
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Dalam sebuah komunitas, hubungan pribadi yang erat
ada di antara anggota komunitas karena nilai dan
minat yang sama. Dalam masyarakat, individu
memiliki banyak tujuan, keyakinan, sumber daya,
preferensi, kebutuhan, risiko, dan kondisi serupa
lainnya. Komunitas dapat dibagi 2 komponen.
Pertama, berdasarkan lokasi, di mana sebuah
komunitas dapat dilihat sebagai tempat sekumpulan
orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis.
Kedua, berdasarkan minat sekelompok orang yang
mendirikan suatu komunitas karena ketertarikan dan
minat yang sama seperti komunitas hobi yang saat ini
sedang menjadi tren di masyarakat kita seperti
komunitas sepeda santai, komunitas fotografi,
komunitas skateboard dan lain sebagainya.

Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi
dan pendidikan pemilih ke komunitas pecinta kuliner,
komunitas keolahragaan, komunitas hobbi, komunitas
masyarakat Jawa / Minang / Bugis / Dayak / Papua

dan lain sebagainya.
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Basis Keagamaan

Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada
basis keagamaan selama ini diorientasikan kepada
tokoh-tokoh agama saja. Akibatnya jamaah berbagai
agama di Indonesia yang jumlahnya sangat besar dan
tak sebanding dengan jumlah tokohnya tidak tersentuh.
Sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak mengakar
kuat. Orientasi sosialisasi pemilih dan pendidikan
pemilih berdasarkan agama harus berubah dari
gerakan elitis menjadi gerakan rakyat di masa depan.
Penyebaran dan penggunaan informasi tentang pemilu
dan demokrasi harus menembus ruang hidup
masyarakat. Penyelenggara pemilu harus dapat bekerja
secara kolaboratif dengan kelompok-kelompok agama
dan memanfaatkan. Contoh bentuk kegiatannya adalah
sosialisasi dan pendidikan pemilih ke jamaah sholat
Jumat, jemaat Gereja / Pura / Wihara / Klenteng dan
lain sebagainya.
Basis Warga Internet (Netizen)

Akses ke informasi melalui internet meningkat
dari tahun ke tahun. Menurut hasil survei Asosiasi

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2016,
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saat ini terdapat 132,7 juta pengguna internet di
Indonesia. Dari jumlah tersebut, 70% pengguna
internet di Indonesia paling sering mengakses internet
melalui perangkat mobile atau gadget mobile
miliknya. Kegiatan komunikasi dan akses informasi
melalui internet tidak dibatasi oleh ruang atau waktu.
Generasi milenial dapat menggunakan smartphone
untuk berkomunikasi dan mengakses informasi kapan
saja, di mana saja, selama jaringan komunikasi
tersedia.

Intensitas komunikasi dan persebaran informasi
yang begitu tinggi di dunia maya menjadi alasan bagi
penyelenggara pemilu untuk menyasar basis warga
internet sebagai basis gerakan sosialisasi dan
pendidikan pemilih. Penyelenggara Pemilu seluruh
satuan Kkerja (Satker) wajib membangun dan
mengaktifkan website dan media komunikasi berbasis
internet seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan
platform media sosial lainnya. Kita perlu
menyeimbangkan wacana politik, demokrasi dan

pemilihan umum di dunia maya melalui status, tweet,
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dan komentar yang segar, elegan, komentar-komentar
positif, dan mendidik.

Adanya sasaran tersebut yang telah ditentukan
dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia itulah
yang dijadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sinjai untuk mengenal Khalayak dengan muda sehingga
proses sosialisasi yang dilakukan bisa berjalan dengan
efektif. Secara umum khalayak yang akan dijadikan
sasaran komunikasi oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sinjai adalah masyarakat Kabupaten Sinjai.
Kabupaten Sinjai memiliki 9 kecamatan yaitu Bulupoddo,
Pulau Sembilan, Sinjai Barat, Sinjai Borong, Sinjai
Selatan, Sinjai Tengah, Sinjai Timur, Sinjai Utara dan
Tellulimpoe, 13 kelurahan, dan 67 desa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang
komunikator sebelum turun melakukan sosialisasi
terlebih  dahulu mengenal khalayak agar ketika
menyampaikan sosialisasi komunikasinya efektif dan
komunikan juga mengerti apa yang disampaikan.

2) Menyusun Pesan
Setelah  mengenal khalayak maka tahap

selanjutnya yang harus dilakukan dalam strategi
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komunikasi adalah menyusun pesan. Dalam melakukan
penyusunan pesan yang harus diperhatikan yaitu tema
dan materi yang akan disampaikan. Pembuatan materi
dalam penyampaian pesan sangatlah penting karena tidak
semua khlayak dapat menerima dan memahami informasi
yang disampaikan oleh komunikator. Dalam penyusunan
pesan yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara
agar menarik perhatian komunikan, mengubah perilaku
dan pola pikir masyarakat.

Dalam sosialisasi larangan politik uang
penyusunan pesan Yyang berwenang yaitu Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagaimana yang
dipaparkan oleh Muhammad Kasim Divisi Sosialisasi,
Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Dalam penyusunan pesan yang berwenang itu

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

bukan KPU Kabupaten, jadi konten materi

sosialisasi itu dirumuskan semua dalam bentuk
kurikulum KPU RI salah satunya tentang metode
pencegahan politik uang dan memang ini sudah
ada modulnya langsung dari KPU RI. Akan

tetapi dalam menyampaikan materi
diperbolehkan dari divisi lain dan anggota KPU
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punya tugas yang sama dalam melakukan
sosialisasi (Muhammad Kasim, Wawancara,
2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Nurhikmah
selaku Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Materi terkait dengan politik uang ini memang

sudah ada dari KPU RI jadi kami di KPU

Kabupaten tidak lagi menyusun materi, akan

tetapi kami turun langsung melakukan sosialisasi

kepada masyarakat yang ada dikabupaten sinjai
baik dari perkotaan maupun di pelosok desa-desa

terpencil (Nurhikmah, Wawancara, 2023).

Mengenai materi yang akan digunakan untuk
sosialisasi sudah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia sebagai berikut.

Pemilihan umurm (Pemilu) dan Pemilihan sebagai salah suatu wujud nyata per
yang rakyat dalam tethadap neg
Perwujudan bentuk kedaulatan rakyat citandai dengan adanya partisipasi mat

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Namun sayangnya, pelaksanaannya
adanya , salah satunya politik uang.
suatu praktik yang mencederai demokrasi, namun sering terjadi dalam masa f

P E N D | D | K AN P E M | Ll H BB ot poraninceks Keravanan Pemi Tahun 2020ang diclrkan ok
IKP Pilkada 2020 antara lain ada
P E N C EGA H A N PO L ITI K 1. Pelanggaran jadwal kampanye;

2. Politi uang kepada pemilih;

3. Penyalahgunaan fasilitas negara;
4. Konflik antarpeserta; dan

5. Konflik antarpendukung

Sedangkan politik uang banyak terjadi sepert kepada pemilih (91 kabupaten/
pemilih meliputi praktik mahar politik dari partai poltik dan praktk poftik uang
calon tertentu.
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A. Pengertian Politik Uang

Thel
Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer,
Afrobarometer, Money Politics Project di Asia Tenggara

ol apat diberikan kepada seorang penyuap. (Aspinall &
Sukmajati, 2015)

a g

ng paling jual

beli suara atau politk uang. Indonesia hanya kalah Bamite mengkategorkan pobtiky

dan Wilson (2007), perilaku masyarakat yang cenderung

sasaran utama praktik poliik uang.

menguntungkan atau keuntunga

my B. Bentuk Politik Uang

(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 alah

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hul

er} it
warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung ul dalam

‘mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak
sah, memilih 3 a. Pembelian Suara (vote buying)

)
tertentu e Pasal 73 ips Vote buying adalah pemberian imbalan materi (baik dalam bentuk uang ataupt

(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus
rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah)~ Ssera stouptin beherapehed sstialunye

b.  Pemberian-Pemberian Pribadi (individual gifts)
Bi K 1

pemilih, baik ke
kunjungan ke rumatrumah atau pada saat kampanye. Pemberian sepertiini s
Kada d

pe:
politik uang apabila
a. Dilakukan dengan sengaja
b,

langsung,
Untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak |
menjad tidak sah/ memilih calon tertentu/tida|

Pemberi maupun penerima dapat ditindal

C. Hal Yang Bukan Termasuk Politik U

¢ Pelayanan dan Aktivitas (services and activities)

tertentu, Contoh lain adalah penyelenggaraan pertandingan olahraga,
domino, i

kesehatan gratis, penyediaan ambulance dan lain-fain.

Barang-Barang Kelompok (club goods)
poliik

perlengkapan ibadah, peralatan olahraga, peralatan pertanian, sound s|
yang sejenis.

€. Proyek Gentong Babi (pork barrel projects).

kandidat tertentu.

yang tidak

sesuai kebutuhan masyarakat dalam bentuk voucher, hadiah, sembako,

bantuan sosial bahkan uang elektronik dan asuransi yang disertai
hukum swasta yang tidak me selebaran/ajakan memilih paslon tertentu baik secara langsung maupun
Rri. 78 M. Sédangkan Baden Uk isamarkan.

an jumiah dana kampanye ol

ualkan dengan jumlah pe
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1. Bagikandidat, praktk poltk uang merugkd
+ Biaya poltk untuk mengiut kontestas Pey
sebagai kandidat/pasangan calon menjadi sang
Kandidat/ pasangan calon menjadi tersand
balas budidalarm hal kebjakan ataupun uang y3
cenderung mengarah pada perilaku korupsi.

ggara, prakiik

F. Aturan Larangan Politik Uang

aat Pemungutan Suara

Dalam Pemilu o el

g-Undang No

1. PadaMasa Kampanye ) oo 1o.ya
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemily yai ang deng melakukan
menjanjkan atau memberikan uang atau materilainnya sebag

Kampanye Pemiu secara langsung ataupun tidak langsung aik secaralangsung ot

menggunakan hak pill

erta, dan/ atau tim y 10.000
anjikan atay member pada Pemilih ya

G. Mencegah Politik Uang

& Salah satu penyebab terjadinya praktik poltik uang adalah rendahnya pengetah
masyarakat tentang poltik dan Pemilu. Maka upaya pencegahan terjadinya politik
masyarakat adalah dengan melakukan pendidikan politik bagl masyarakat terutam
S i L iatifide Pendidikan politik kepada Pemilih diberikan dengan memberikan inf
‘sudah mempunyai hak pilih terus menerus dan berkesinambungan tentang bahaya politi
Pendidikan politk babeds dengan sosislisasi poltik. Pemilu/Pemilihan. Pendidikan politik pada Pemilih harus mampu
keyakinan kepada masyarakat bahwa
1. Poitikuang merupakan periiaku yang melanggar peraturan Undaf
A Tujuan pendidian politik ialah menjadikan sebuah masyarakat berdaya dan ma: termasuk dalam tindakan pidana
2 Politik uang mendorong pemimpin/wakil rakyat yang rentan k
hanya sekadar memahami, namun juga mengapiikasikan peritaku politik dalam ket hanya berpikir untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.
seharkhari, Pendidikan politk kepads pemiiih menjad sangat penting dila 3. Politik uang membuat kesejahteraan hanya menumpuk padi
terdekat dengan kekuasaan karena kebijakan yang dihasilk;
pelaksanaan Pemi/Pemillhan, Pemillh menjadi sasaran dari para pelak: menguntungkan orang disekitarnya
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H. Pelaporan

Gambar 4. 4 Materi Sosialisasi Mengenai Politik
Uang

Dari  keterangan Muhammad Kasim dan
Nurhikmah dijelaskan bahwa komunikator dapat berasal
dari divisi manapun dan anggota KPU di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, akan tetapi terkait
materi, tema dan isi harus sesuai dengan modul dari
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten sinjai dalam menyampaikan
pesan menggunakan pesan verbal dan non verbal. Pesan
verbal yang dilakukan yaitu melalui lisan dan tulisan,
sedangkan pesan non verbal adalah penyampaian pesan
yang dilakukan melalui gesture, gambar, dan intonasi
suara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun
pesan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sudah

tidak lagi menyusun materi sosialisasi karena memang
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sudah disiapkan langsung dari Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia.
3) Menentukan Metode
Dalam melancarkan strategi komunikasi hal
selanjutnya yang harus diperhatikan dalam penyampaian
pesan adalah menentukan metode yang digunakan.
Dengan menggunakan metode yang tepat, penyusunan
pesan, serta telah mengenali khalayak maka komunikasi
yang dilakukan menjadi lebih efektif dalam penyampaian
pesan kepada khalayak. Penentuan metode dalam strategi
komunikasi adalah tahap ketiga dari perumusan strategi
komunikasi. Sebagaimana yang dipaparkan oleh
Muhammad Kasim Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih
Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sinjai.
Melakukan identifikasi kelompok sasaran,
misalnya ketika kita ingin melakukan kegiatan
sosialisasi ditingkat desa maka Kita akan
mengidentifikasi siapa saja yang akan di undang
apakah tokoh yang mau hadir atau dari kalangan
masyarakat biasa kemudian baru kita tentukan
metode yang akan digunakan. Contohnya di

Desa metode yang digunakan itu metode tatap
muka ada penyampaian materi dan dialog seperti
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juga di Kota kita bisa menggunakan metode
tatap muka misalnya mendatangi keramaian
seperti pasar-pasar dalam bentuk menyebarkan
selebaran atau mendatangi kegiatan car free day
dalam bentuk penyampaian pesan singkat
(Muhammad Kasim, Wawancara, 2023).

Metode yang digunakan dalam menyampaikan
informasi  yaitu melalui sosialisasi dan saluran

komunikasi berikut dokumentasinya:




Gambar 4. 5 Sosialisasi Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sinjai

Dalam menentukannya terdapat beberapa
metode yang dapat digunakan dalam menyampaikan

pesan kepada khalayak, vyaitu metode informatif
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dilakukan sebagai penyampaian informasi kepada seluruh
khalayak sasaran melalui forum sosialisasi dan saluran
komunikasi. Tujuan metode ini untuk memberikan
kesadaran kepada khalayak dan pengetahuan yang cukup
untuk tidak melakukan tindakan politik uang, pesan yang
disampaikan berisi informasi bahwa politik uang itu tidak
dibolenkan karena sudah ada undang-undang yang
mengatur dan tidak dibenarkan dalam dalil agama.

Dan untuk partai politik peserta pemilu Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai menyampaikan
bahwa partai politik tidak melakukan tindakan politik
uang seperti memberikan uang tunai dan sembako akan
tetapi dalam kampanye boleh memberikan barang yang
sudah ditentukan dari KPU Republik Indonesia seperti
Sarung, Kaos, Pulpen, Gantungan Kunci, Gelas yang
nilainya tidak melebihi dari Rp. 60.000. Sebagimana
yang dipaparkan oleh Nurhikmah selaku Divisi
Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sinjai.

Pembagian semacam bahan kampanye itu
dibolehkan contohnya sarung, kerudung, kaos
dengan catatan harganya tidak boleh melebihi
Rp. 60.000. Dan dalam bahan kampanye itu
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dicantumkan  brosur terkait nama calon
sedangkan kalau sembako itu tidak bisa dan
segala sesuatu yang bisa dimakan itu tidak
diperbolehkan karna tidak disebutkan dalam
peraturan KPU (Nurhikmah, Wawancara, 2023).

Kemudian metode selanjutnya yaitu metode
edukatif dilakukan sebagai proses pembelajaran dalam
memahami tentang proses dan tahapan pemilu serta apa
saja yang diperbolehkan dan yang dilarang. Contoh
kegiatan yang dilakukan yaitu mengadakan sosialisasi
seperti seminar kepada masyarakat, mahasiswa, dan
pelajar. Dan dalam metode persuasif KPU kabupaten
Sinjai mengajak secara langsung kepada khalayak agar
tidak melakukan praktik politik uang. Contoh kegiatan
KPU Kabupaten Sinjai dalam melakukan metode
persuasif pada sosialisasi larangan politik uang adalah
dengan cara menggunakan forum warga, komunikasi
tatap muka secara langsung.

Dalam hal ini terdapat beberapa metode yang
digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sinjai dalam menyampaikan sosialisasi dilakukan dengan

cara.
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a) Forum Warga
Forum warga yang dimaksud adalah
mengadakan edukasi kepada warga berbasis keluarga
dengan mengadakan Tanya jawab tentang tahapan
kegiatan pemilu khususnya larangan politik uang.
Pesan yang disampaikan yaitu warga tidak menerima
apapun dari calon legislatif dan partai politik seperti
uang dan sembako.
b) Komunikasi Tatap Muka
Komunikasi tatap muka yang dimaksud
adalah berupa pertemuan dalam bentuk; diskusi,
seminar, workshop, rapat kerja, pelatihan, ceramah
dan talkshow. Pesan yang disampaikan yaitu himbauan
kepada masyarakat agar tidak melakukan praktik
politik uang.
c) Media Massa
Penyampaian informasi melalui media massa
yaitu media massa cetak seperti Koran, dan media
elektronik melalui Radio, Televisi, Heandphone.
d) Bahan Sosialisasi
Penyampaian informasi  melalui  bahan

sosialisasi dapat meliputi: Brosur, Pamhlet, Poster, dan
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Stiker. Isi pesan dalam sosialisasi adalah dalam bentuk
gambar dengan pesan tolak politik uang, stop politik
uamg.
e) Alat Peraga Sosialisasi
Alat peraga sosialisasi yang dimaksud adalah
Spanduk, Banner, Baliho, dan Umbul-umbul
f) Mobilisasi Sosial
Metode dengan cara ini yang dilakukan oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai adalah
acara Car Free Day.
g) Media Sosial
Penyampaian informasi melalui media sosial
dapat dilakukan melalui tulisan, gambar, suara atau
audiovisual.
Jadi dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sinjai dalam menentukan metode
sosialisasi yaitu melalui forum warga, komunikasi tatap
muka, media massa, bahan sosialisasi, alat peraga

sosialisasi, mobilisasi sosial dan media sosial.
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4) Pemilihan Penggunaan Media

Dalam pemilihan penggunaan media
komunikator harus bisa menyesuaikan dengan keadaan
dan kondisi khalayak yang ditujukan sehingga proses
komunikasi tersebut bisa berjalan secara efektif.
Pemilihan penggunaan media bisa dilakukan secara satu
arah dan dua arah. Media satu arah yang dapat digunakan
yaitu Televisi, Radio, Surat Kabar, Brosur, Poster,
Spanduk, dan Selebaran, sedangkan media dua arah
seperti presentasi, komunikasi antar pribadi, diskusi, dan
komunikasi kelompok.

Penggunaan media komunikasi yang digunakan
oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai meliputi
penggunaan media televisi, radio, surat kabar, pamphlet,
poster, media sosial (whatsApp, Facebook, Instagram),
sebagaimana yang dipaparkan oleh Muhammad Kasim
Divisi  Sosialisasi, Pendidikan Pemilih  Partisipasi
Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sinjai.

Sebelum menentukan media yang digunakan
KPU  Kabupaten Sinjai  mengidentifikasi
kecenderungan masyarakat secara umum untuk
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mencari tauh informasi, ternyata untuk saat ini
diatas 70% masyarakat kita lebih senang dapat
informasi dari media sosial dan kami yang ada di
KPU Kabupaten Sinjai di wajibkan untuk
memiliki  akun  medsos untuk tempat
menyebarkan sosialisasi (Muhammad Kasim,
Wawancara, 2023).

Hal ini diperkuat oleh Nurhikmah selaku Divisi
Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sinjai.

Media yang digunakan oleh KPU Kabupaten
Sinjai yaitu saluran televisi lokal, KPU juga
menggunakan surat kabar, pamphlet, baliho,
radio, dan juga media sosial. Selain itu kami juga
melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan
kampus-kampus yang ada di Kabupaten Sinjai.
Dan sosialisasi juga dilakukan di pasar-pasar
dengan menggunakan alat peraga sehingga
masyarakat tertarik untuk ikut bergabung dalam
kegiatan sosialisasi yang kami selenggarakan
dan di acara Car Free Day (Nurhikmah,
Wawancara, 2023).

Media yang digunakan Komisi Pemilihan Umum
Sinjai yaitu Media Sosial Komisi Pemilihan Umum

Sinjai.
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KPU KAB. SINJAI

@kpu_sinjai

Akun Resmi Twitter Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sinjai | #KPUmelayani

® Sinjai, Sulawesi Selatz

@ kab-sinjai.kpu.go.id

() Joined October 2020

86 Following 228

Not followed by anyone you're following

Tweets Replies Media Likes
% KPU KAB. Sl... @kpu... - Dec 16,2022  +=
#TemanPemilih, Inilah beberapa informasi
penting yang harus kalian tahu me
pendaftaran calon Anggota PPS u
Pemilu Tahun 2024.

Gambar 4. 6 Media Sosial Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sinjai

Pada zaman yang semakin canggih ini Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai memanfaatkan
teknologi, melakukan sosialisasi dengan menggunakan

media sosial diantaranya:

1). Website Yaitu: https://kab-sinjai.kpu.go.id/

2). Facebook Yaitu: KPU Sinjai

3). Instagram Yaitu: kpu_sinjai

4). Twitter Yaitu: @kpu_sinjai
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Dengan akun-akun diatas Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sinjai melakukan penyebaran
informasi mengenai tahapan pemilu dan informasi
sosialisasi lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilihan
penggunaan media yang digunakan oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai adalah memanfaatkan
media sosial yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Sinjai
dalam sosialisasi.

5) Peranan Komunikator

Dalam strategi komunikasi peranan komunikator
sangatlah penting agar bisa membangkitkan perhatian
masyarakat atau khalayak umum hingga ikut
berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Pemilu. Ada
beberapa faktor penting yang harus dimiliki komunikator
sebelum melakukan sosialisasi yaitu daya tarik dan
kredibilitas. Terkait dengan daya tarik dan kredibilitas
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebelum
melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu mengikuti
training of trainers, sebagaimana yang dipaparkan oleh

Muhammad Kasim Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih
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Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sinjai.

Sebelum terjun langsung dalam sosialisasi
komunikator akan diberikan keterampilan
dengan mengikuti TOT atau training of trainers,
jadi direkrut orang-orang internal KPU untuk
diberikan  pelatihan  menjadi  komunikator
sehingga bisa mengguasai  modul-modul.
Walaupun secara keseluruhan anggota KPU
memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama
tetapi ada yang ditugaskan secara khusus sebagai
of trainers atau yang disebut sebagai fasilitator.
Anggota KPU Kabupaten Sinjai yang sudah
mengikuti pelatihan tersebut yaitu saya sendiri
selaku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih
Partisipasi Masyarakat dan SDM, ada Bapak
Awaluddin Divisi Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Ibu Nurhikmah Divisi Perencanaan,
Data dan Informasi dan ada beberapa staf juga.
Orang-orang yang mengikuti TOT yaitu orang-
orang yang memang sudah memiliki pengalaman
yang panjang sebelum masuk di KPU yaitu
pengalaman dalam komunikasi publik atau
mereka sering menjadi narasumber atau pernah
jadi dosen.(Muhammad Kasim, Wawancara,
2023).

Komunikator yang melakukan sosialisasi yaitu
anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai

tetapi hanya berlaku bagi mereka yang sudah
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mengikuti TOT atau training of trainers berikut
dokumentasi anggota KPU dalam melakukan
Sosialisasi.

Gambar 4. 7 Dokumentasi Anggota Komisi Pemilihan

Umum Sinjai Dalam Sosialisasi

Dalam membangun kredibilitas dan daya tarik di
mata khalayak, KPU Kabupaten Sinjai terjun sendiri
sebagai komunikator. Upaya Komisi Pemilihan
Kabupaten Sinjai dalam menarik perhatian (attention)
khalayak dengan cara mengajak para tokoh agama, tokoh
masyarakat ~ untuk  ikut  berpartisipasi dalam
mensosialisasikan larangan politik uang dengan begitu
khalayak akan menumbuhkan perhatiannya. Komisi
Pemilihan Umum juga mengajak relawan untuk

berpartisipasi seperti dari komunitas dan mahasiswa
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sehingga dapat menumbuhkan perhatian dikalangan
pemilih muda. Setelah tahap perhatian, maka ada tahap
menumbuhkan minat (interest) KPU Kabupaten Sinjai
memberitahukan dampak buruk yang ditimbulkan Karena
praktik politik uang, serta menjelaskan bahwa ada
undang-undang yang mengatur, dalil keagamaan, dan
dampak di masyarakat. Tahap berikutnya dalam
sosialisasi larangan politik uang yaitu keinginan (desire),
dengan menjelaskan dampak buruk yang ditimbulkan
dengan adanya praktik politk uang maka akan ada
keinginan untuk menghindari politik uang. Kemudian
tahap selanjutnya adalah membuat khalayak mengambil
keputusan (decision) untuk menghindari dan tidak
melakukan politik uang. Tahap terakhir yaitu tindakan
(action), dalam tahap ini KPU Kabupaten Sinjai belum
dapat memastikan apakah khalayak melakukan tindakan
nyata untuk menolak politik uang atau melakukannya
walaupun hal tersebut tidak bisa dihilangkan karena
dalam pemilu hal tersebut sudah lumrah bagi masyarakat,
seperti yang dipaparkan oleh Nurhikmah Divisi
Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sinjai.
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KPU sampai sekarang belum bisa memastikan
praktik politik uang itu bisa dihilangkan dalam
pemilu karena di masyarakat hal seperti ini
sudah sangat biasa karena yang melakukan hal
ini itu sama-sama menutup mulut. Walaupun hal
ini tidak bisa dihindari setidaknya bisa Kita
mengurangi (Nurhikmah, Wawancara, 2023).
Jadi dapat disimpulkan bahwa perananan
seorang komunikator dalam melakukan sosialisasi itu
sangat penting ketika seorang komunikator tidak bisa
menarik  perhatian  seorang  komunikan  maka
komunikasinya tidak berjalan efektif.

C.Faktor pendukung dan penghambat  Strategi
Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
Dalam Sosialisasi Larangan Politik Uang Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019

Dalam melakukan sosialisasi pasti ada faktor

pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sinjai dalam sosialisasi larangan politik uang
pada pemilihan umum Tahun 2019. Penulis akan
menguraikan terkait dengan faktor pendukung dan
penghambat dari hasil wawancara yang diperoleh.
1. Faktor Pendukung

Komisi Pemilihan Umum merupakan instansi

pemerintah yang menyelenggarakan pemilihan umum
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baik di tingkat Presiden dan Wakil Presiden, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Dewan Perwakilan Daerah, Kepala Daerah Tingkat

Kabupaten dan Kota, serta Kepala Daerah tingkat

Provinsi.

Dalam kegiatan sosialisasi KPU Kabupaten

Sinjai dilakukan sesuai dengan dasar hukum Undang-

undang yaitu:

a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan jadwal
penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

¢) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5
Tahun 2018 Tentang perubahan atas peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019.

d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5
Tahun 2018 Tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih,
dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan

Pemilihan Umum.



139

e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor
32 Tahun 2018 Tentang perubahan kembali atas
perubahan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 20109.

Dengan adanya Undang-undang dan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam kegiatan

sosialisasi merupakan faktor pendukung diadakannya

sosialisasi. Kemudian faktor lain yaitu sumber daya
manusia yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sinjai dalam melakukan sosialisasi dan faktor

pendukung selanjutnya yaitu konten atau materi

sosialisasi yang sudah disiapkan olen KPU Republik

Indonesia. Kemudian faktor penting lainnya yaitu

partisipasi masyarakat juga sangat mendukung

diadakannya sosialisasi. Sebagaimana yang dikatakan
olen Muhammad Kasim Divisi Sosialisasi, Pendidikan

Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Faktor pendukung yang pertama karena KPU
adalah instansi milik pemerintah maka dalam
melakukan sosialisasi pasti ada undang-undang
yang mengatur. Kemudian banyak sekali audiens
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yang ingin ikut serta dalam kegiatan-kegiatan
sosialisasi dan dari sisi konten atau materi
sosialisasi itu memang sudah disiapkan
(Muhammad Kasim, Wawancara, 2023).

Hal ini diperkuat oleh Nurhikmah selaku Divisi
Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sinjai.

Faktor pendukungnya vyaitu ketika kita turun
untuk melaksanakan sosialisasi masyarakat itu
juga antusias menerima kami, mendengarkan
kami ketika melakukan sosialisasi. Apabila
ketika kita membawa alat peraga sosialisasi pasti
masyarakat itu sangat antusias untuk bergabung.
Kemudian faktor selanjutnya vyaitu dari
organisasi-organisasi kampus, komunitas itu
banyak yang mengsupport kita dengan cara
mereka siap bersama-sama dengan kami di KPU
untuk turun  bersama-sama  melaksanakan
sosialisasi. Atau kami diundang ketika mereka
melaksanakan kegiatan semisal seminar politik
dan yang menjadi pematerinya yaitu dari KPU
Kabupaten Sinjai sekaligus kami melakukan
sosialisasi (Nurhikmah, Wawancara, 2023).

Jadi faktor pendukung Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sinjai dalam melakukan sosialisasi yaitu

adanya undang-undang yang mengatur maupun Peraturan

Komisi  Pemilihan  Umum (PKPU), pendukung
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selanjutnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki
KPU Kabupaten Sinjai dalam melakukan sosialisasi,
partisipasi masyarakat yang sangat mendukung dalam
kegiatan sosialisasi dan konten atau materi sosialisasi
yang sudah disiapkan oleh KPU Republik Indonesia.
. Faktor Penghambat

Faktor penghambat KPU Kabupaten Sinjai
dalam sosialisasi Larangan Politik Uang adalah masalah
anggaran dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk
menghindari politik uang. Sebagaimana yang dipaparkan
olen Bapak Muhammad Kasim Divisi Sosialisasi,
Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Yang menjadi penghambat kami di KPU
kabupaten Sinjai dalam sosialisasi itu masalah
anggaran dalam melakukan sosialisasi dan yang
menjadi subtansi sebenarnya yaitu penerimaan
atau pemahaman masyarakat bagaimana
pencegahan politik uang (Muhammad Kasim,
Wawancara, 2023).

Kemudian hal serupa juga dikemukakan oleh Ibu
Nurhikmah selaku Divisi Perencanaan, Data dan

Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
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Banyak masyarakat juga yang ketika kita turun
melaksanakan sosialisasi mereka menggira
bahwa kami ini tim sukses caleg yang
membawa sembako sehingga ketika kita
sementara membawa atau selesai melaksanakan
sosialisasi itu mereka kadang bertanya dimana
sembako atau amplop yang akan dibagikan. Dan
money politik itu susah untuk diproses karena
kenapa baik yang memberi dan menerima itu
sama-sama diam (Nurhikmah, Wawancara,
2023).

Jadi yang menjadi hambatan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sinjai dalam sosialisasi yaitu masalah
anggaran dan kurangnya perhatian masyarakat mengenai

politik uang yang memang hal ini tidak bisa Kkita

hilangkan dalam Pemilu.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai mengenai

Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sinjai Dalam Sosialisasi Larangan Politik Uang Pada

Pemilihan umum Tahun 2019, Penulis dapat mengambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Dalam Sosialisasi
Larangan Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun
2019 yaitu (1) Mengenal Khalayak, (2) Menyusun Pesan,
(3) Menentukan Metode, (4) Pemilihan Penggunaan
Media, dan (5) Peranan Komunikator.

2. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung berjalannya
sosialisasi adalah adanya undang-undang yang mengatur
maupun  Peraturan  Komisi ~ Pemilihan ~ Umum
(PKPU),pendukung selanjutnya SDM yang dimiliki KPU
Kabupaten Sinjai dalam melakukan sosialisasi, partisipasi

masyarakat yang sangat mendukung dalam kegiatan
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sosialisasi, dan konten atau materi sosialisasi yang sudah
disiapkan oleh KPU Republik Indonesia. Sedangkan
faktor penghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sinjai dalam melakukan sosialisasi yaitu kurangnya
anggaran dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan
kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghindari
politik uang.
B. Saran
1. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai

Untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
peneliti menyarankan agar pihak KPU Kabupaten Sinjai
lebih rutin lagi mengadakan kegiatan sosialisasi terkait
larangan politik uang sehingga masyarakat dapat lebih
mengetahui banyak informasi dan pemahaman tentang
larangan politik uang
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2. Bagi Partisipasi Pemilu dan Partai Politik
Bagi Partisipasi Pemilu dan Partai Politik agar
tidak melakukan praktik politik uang karena dapat
mencederai demokrasi dan dilarang di dalam undang-
undang maupun agama.
3. Bagi Peneliti
Semoga tulisan ini dapat menjadi bahan acuan
bagi penelitian selanjutnya. Dan terutama bagi peneliti
sendiri semoga memberikan masukan dan pemahaman

dari kajian-kajian dan isi dari tulisan ini.
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Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sinjai Dalam Sosialisasi Larangan Politik Uang Pada Pemilihan
Umum Tahun 2019

Nama
NIM
Program Studi

Munawwara
190208007

Komunikasi dan Penyiaran Islam

Kabupaten Sinjai

No Variabel Penelitian Indikator
1. Memberi pemahaman
tentang strategi
komunikasi.
Strategi Komunikasi | 2. Untuk menemukan
Komisi Pemilihan Umum Strategi Komunikasi

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sinjai dalam
Sosialisasi Larangan
Politik Pada
Pemilihan Umum Tahun
2019.

Uang




1. Memberi pemahaman

tentang pentingnya
menghindari praktik
Sosialisasi Larangan politik uang.
Politik Uang 2. Menjadikan segala faktor
pendukung sebagai

sesuatu  yang  dapat
meningkatkan  kegiatan

sosialisasi.




PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

1
2
3.
4

Nama
Jenis Kelamin
Pendidikan

Jabatan

Daftar Pertanyaan

1.

Apakah ada cara atau metode khusus yang digunakan
KPU kabupaten Sinjai dalam mengenali khalayak saat
ingin melakukan sosialisasi?

Siapa saja khalayak yang menjadi target sasaran
sosialisasi politik uang oleh KPU Kabupaten Sinjai?

Apa saja klasifikasi yang dibuat oleh KPU Kabupaten
Sinjai dalam mengenali khalayak saat melakukan
sosialisasi?

Siapakah yang berwenang dalam menyusun pesan di
KPU Kabupaten Sinjai?

Apakah selain divisi sosialisasi diperbolehkan dalam
menyusun pesan terkait sosialisasi politik uang?
Bagaimana cara KPU kabupaten Sinjai menyusun pesan

untuk sosialisasi larangan politik uang? Misalnya



10.
11.

12.

13.

14.

penyususn pesan di daerah pedesaan maupun
diperkotaan, pemilih pemula, dan pemilih lansia

Apakah terdapat perbedaan susunan pesan pada kategori
khalayak yang berbeda?

Siapa sajakah orang yang melakukan sosialisasi larangan
politik uang ini?

Bagaimana cara KPU Kabupaten Sinjai dalam
menentukan metode komunikasi tentang larangan politik
uang?

Metode apa saja yang digunakan?

Bagaimana cara KPU kabupaten Sinjai dalam memilih
media untuk sosialisasi politik uang?

Apa saja media yang digunakan dalam mensosialisasikan
larangan politik uang?

Bagaimanacara KPU Kabupaten Sinjai dalam memilih
komunikator untuk mensosialisasikan larangan politik
uang?

Apakah terdapat persyaratan khusus untuk menjadi
komunikator dalam mensosialisasikan larangan politik

uang?



15. Pada saat melakukan sosialisasi apa saja factor
pendukung dan penghambat KPU Kabupaten Sinjai

dalam Sosialisasi Larangan Politik Uang?



DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Identitas Informan

1
2
3.
4

Nama : Muhammad Kasim

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tanggal Lahir :  Sinjai, 3 Mei 1975

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sinjai

Daftar Pertanyaan

1. Apakah ada cara atau metode khusus yang digunakan
KPU kabupaten Sinjai dalam mengenali khalayak saat
ingin melakukan sosialisasi?

Jawaban: Ketika kita berbicara soal cara sebenarnya ini
sudah dipetakan oleh KPU Republik Indonesia,
jadi setiap selesai Pemilu diadakan evaluasi
secara nasional soal kegiatan sosialisasi dan
pendidikan pemilih setiap setiap pemilu.
Hasilnya itu KPU RI yang membuat rumusan
keputusan-keputusan soal cara
mengidentifikasi khalayak yang mau dijadikan
sasaran sosialisasi. Jadi itu sudah berbasis dari
KPU RI dan kita di KPU Kabupaten tinggal



menjalankan hasil evaluasi dari KPU RI yang
merupakan rekomendasi kegiatan sosialisasi.

2. Siapa saja khalayak yang menjadi target sasaran
sosialisasi politik uang oleh KPU Kabupaten Sinjai?
Jawaban: Kalau ini sudah ditetapkan secara nasional hasil

identifikasinya itu KPU RI merumuskan 11
sekmen atau komunitas yang menjadi sasaran
sosialisasi baik secara umum maupun khusus
untuk Politik Uang.

3. Apa saja klasifikasi yang dibuat oleh KPU Kabupaten
Sinjai dalam mengenali khalayak saat melakukan
sosialisasi?

Jawaban: Dengan sekmen yang tadi yang saya jelaskan,
misalnya suatu Kketika kita sosialisasinya
menyasar hanya pemilih pemula kemudian
dikesempatan lain kita melakukan pertemuan
sosialisasi dengan kelompok keagamaan
misalnya kita masuk dipesantren. Direntang
waktu yang lain kita ketemu dengan komunitas
pasar.

4. Siapakah yang berwenang dalam menyusun pesan di
KPU Kabupaten Sinjai?



Jawaban: Berbicara soal kewenangan ini juga bukan
tingkat Kabupaten tapi ditingkat KPU RI. Jadi
konten materi sosialisasi itu dirumuskan semua
dalam  bentuk kurikulum KPU RI salah
satunya yaitu tentang metode pencegahan
Politik Uang, jadi memang sudah ada
modulnya dari KPU RI.

5. Apakah selain Divisi Sosialisasi diperbolehkan dalam
menyusun pesan terkait sosialisasi politik uang?

Jawaban: Sebenarnya kita sudah tidak susun lagi kan
modulnya sudah disusun oleh KPU RI tinggal
Divisi Sosialisasi dan semua anggota KPU itu
punya tugas yang sama untuk melakukan
sosialisasi.

6. Apakah terdapat perbedaan susunan pesan pada kategori
khalayak yang berbeda?

Jawaban: lya dari susunan bahasanya. Dari sisi bahasanya
itu pasti kita kemas sesuai dengan kebutuhan
Khalayak yang Kkita hadapi tapi dari sisi
subtansi isi itu sudah diatur. Jadi kontennya
sama namun bahasanya beda pada saat kita

ketemu dengan kelompok pemilih pemula pasti



sisi bahasanya itu sesuai dengan bagaimana
cara berkomunikasi anak muda, ketika bertemu
dengan kelompok keagamaan model bahasanya
beda lagi.
7. Siapa sajakah orang yang melakukan sosialisasi larangan
politik uang ini?

Jawaban: Kalau dari KPU itu harapannya semua unsur
yang punya kepentingan pemilih ini. Selain
kami di KPU bertugas untuk sosialisasi itu
Bawaslu juga punya tugas dan tanggungjawab
sosialisasi tapi yang penting sebenarnya ketika
kita kembali ke Perundang-undangan pemilih.
Kewajiban itu ada di unsur penyelenggara
KPU, Bawaslu, ada diunsur peserta seperti
partai politik dan calonnya dan kemudian dari
pemerintah juga punya kesempatan tugas yang
sama itu menurut perintah Undang-undang itu
begitu. Termaksud juga masyarah pemilih juga
punya kewajiban mensosialisasikan.

8. Bagaimana cara KPU Kabupaten Sinjai dalam
menentukan metode komunikasi tentang larangan politik

uang?



Jabawan: Yang pertama itu kita identifikasi kelompok
sasaran. Kembali kita lihat misalnya kita ingin
melakukan sosialisasi ditingkat Desa Kita
lakukan identifikasi dulu siapa yang akan hadir
apakah misalnya tokoh yang mau hadir atau
dari dari kalangan masyarakat biasa atau ada
dari kelompok pemilih pemula dari situ baru
kita bisa rumuskan model komunikasi yang
cocok atau metodenya.

9. Metode apa saja yang digunakan?

Jawaban: Kalau misalnya di Desa biasanya kita tempuh
metode tatap muka, ada penyampaian materi
kemudian dialog. Sedangkan diperkotaan ini
banyak sekali kemasanya selain tadi tatap
muka Kita juga pakai dalam bentuk misalnya
kita mendatangi keramaian-keramaian seperti
pasar dalam bentuk menyebarkan selebaran
atau misalnya kegiatan CafreeDay dalam
bentuk penyampaian pesan singkat.

10. Bagaimana cara KPU kabupaten Sinjai dalam memilih

media untuk sosialisasi politik uang?



Jawaban: Kita identifikasi lagi  kecenderungan
masyarakat secara umum untuk mencari tau
informasi. Ternyata untuk saat ini diatas 70%
masyarakat Kkita lebih senang dapat informasi
itu dari media sosial sehingga Anggota KPU
itu dan jajarannya diwajibkan memiliki akun
sosial media.

11. Apa saja media yang digunakan dalam mensosialisasikan
larangan politik uang?

Jawaban: Semua jenis media sosial yang ada sekarang.

12. Bagaimanacara KPU Kabupaten Sinjai dalam memilih
komunikator untuk mensosialisasikan larangan politik
uang?

Jawaban: Salahsatu caranya itu sejak Tahun 2020 itu
memang ada diberikan keterampilan ada
namanya TOT Training Of Trainer, jadi
direkrut orang-orang internal KPU itu untuk
dilatih menjadi komunikator jadi memang
dilatih menjadi seorang komunikator yang
harus menguasai modul-model ini. Walaupun
secara keseluruhan mereka mempunyai tugas

dan tanggungjawab yang sama tapia ada yang



memang ditugaskan khusus sebagai Trainer
Awaluddin, Ibu Hikmah dan saya sendiri yang
sudah mengikuti pelatihan ini jadi kita memang
dilatih dalam bentuk TOT untuk menjadi
fasilitator namanya.

13. Apakah terdapat persyaratan khusus untuk menjadi
komunikator dalam mensosialisasikan larangan politik
uang?

Jawaban: Kalau syarat khusus itu tidak tetapi, yang
direkomendir itu diutamakan dalam mengikuti
TOT itu yang sudah memiliki pengalaman
panjang memang sebelum masuk KPU ada
memang pengalamannya soal komunikasi
public misalnya pernah menjadi dosen,
narasumber, guru itu yang diutamakan.
14.Pada saat melakukan sosialisasi apa saja faktor
pendukung KPU Kabupaten Sinjai dalam Sosialisasi
Larangan Politik Uang?
Jawaban: Berbicara soal faktor pendukung yang pertama
yaitu audiens banyak siap yang untuk ikut

dikegiatan-kegiatan, kemudian yang kedua



yaitu dari sisi konten atau materi sudah
disiapkan.

15. Pada saat melakukan sosialisasi apa saja faktor
penghambat KPU Kabupaten Sinjai dalam Sosialisasi
Larangan Politik Uang?

Jawaban: Yang menjadi penghambatnya sosialisasi itu
anggaran dalam berkegiatan dan subtansi
penerimaan masyarakat soal bagaimana
mengikuti pencegahan Politik Uang itu yang

besar hambatannya.



DESKRIPSI HASIL WAWANCARA

Identitas Informan

1
2
3.
4

Nama : Nurhikmah, S. S

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir X Labakkang, 20 November 1982
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sinjai

Daftar Pertanyaan

1. Apakah ada cara atau metode khusus yang digunakan

KPU kabupaten Sinjai dalam mengenali khalayak saat

ingin melakukan sosialisasi?

Jawaban: Kalau soal mengenal khalayk itu sudah ada di

petakan oleh KPU RI.

Siapa saja khalayak yang menjadi target sasaran

sosialisasi politik uang oleh KPU Kabupaten Sinjai?

Jawaban: Ini juga sudah ditetapkan dalam 11 sekmen
yang menjadi sasaran sosialisasi Kita untuk
persiapan Pemilu.

Apa saja klasifikasi yang dibuat oleh KPU Kabupaten

Sinjai dalam mengenali khalayak saat melakukan

sosialisasi?



Jawaban: Misalnya kita menyasar sosialisasi di pemilih
pemula kemudian dikelompok yang lain lagi
jadi kita identifikasi dulu sebelum turun
sosialisasi.

. Siapakah yang berwenang dalam menyusun pesan di

KPU Kabupaten Sinjai?

Jawaban: Mengenai materi sosialisasi itu sudah disiapkan
dari KPU RI jadi kita yang di KPU Kabupaten
tinggal sosialisasi saja.

. Apakah selain divisi sosialisasi diperbolehkan dalam

menyusun pesan terkait sosialisasi politik uang?

Jawaban: Jawabannya sama dengan pertanyaan yang tadi
bahwa kita sudah tidak susun lagi tetapi tinggal
turun sosialisasi saja. Materi-materi tentang
sosialisasi itu sudah ada dari Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia.

. Apakah terdapat perbedaan susunan pesan pada kategori

khalayak yang berbeda?

Jawaban: lya sudah pasti, misalnya kita melakukan
sosialisasi dengan orang-orang yang kurang
berpendidikan sisi bahasa yang kita gunakan

itu bukan bahasa yang tinggi tapi bahasanya



yang mudah mereka pahami. Kalau
diperkotaan kan lebih cenderung mereka
menggunakan media sosial  kita juga
memanfaatkan media sosial yang ada untuk
sosialisasi.

7. Siapa sajakah orang yang melakukan sosialisasi larangan
politik uang ini?

Jawaban: kalau harapan dari KPU itu kita semua tanpa

terkecuali.

8. Bagaimana cara KPU Kabupaten Sinjai dalam
menentukan metode komunikasi tentang larangan politik
uang?

Jawaban: Misalnya kita ingin melakukan sosialisasi
ditingkat Desa kita lakukan identifikasi dulu
siapa yang akan hadir apakah misalnya tokoh
yang mau hadir atau dari dari kalangan
masyarakat biasa atau ada dari kelompok
pemilih pemula dari situ baru kita bisa
rumuskan model komunikasi yang cocok atau

metodenya.



9.

10.

11.

12.

Metode apa saja yang digunakan?

Jawaban: Metode yang digunakan itu berbeda-beda
misalnya di Desa kita lakukan tatap muka
kalau diperkotaan kita adakan kegiatan-
kegiatan semisal jalan santai, lomba-lomba
tentang pemilu dan lainnya.

Bagaimana cara KPU kabupaten Sinjai dalam memilih

media untuk sosialisasi politik uang?

Jawaban: Kita lihat pada zaman modern sekarang
masyarakat lebih cenderung menggunakan
media sosial jadi kita di KPU melakukan
sosialisasi melalui media sosial juga agar
masyarakat tertarik.

Apa saja media yang digunakan dalam mensosialisasikan

larangan politik uang?

Jawaban: Semua media sosial yang dimiliki KPU

Kabupaten Sinjai.

Bagaimanacara KPU Kabupaten Sinjai dalam memilih

komunikator untuk mensosialisasikan larangan politik

uang?

Jawaban: Orang yang sudah mengikuti pelatihan TOT
dari KPU Republik Indonesia.



13. Apakah terdapat persyaratan khusus untuk menjadi
komunikator dalam mensosialisasikan larangan politik
uang?

Jawaban: Kalau syarat khusus itu tidak ada tetapi lebih
baik lagi orang yang memang memiliki
kemampuan komunikasi yang baik.

14.Pada saat melakukan sosialisasi apa saja factor
pendukung KPU Kabupaten Sinjai dalam Sosialisasi
Larangan Politik Uang?

Jawaban: Faktor pendukungannya itu ketika kita turun
untuk melaksanakan sosialisasi masyarakat itu
juga antusias untuk menerima kami, antusias
mendengarkan kami melakukan sosialisasi
apalagi ketika membawa alat peraga sosialisasi,
biasakan menjadi tanda tanya itu ada apa itu
ribut-ribut apalgi ketika kita menggunakan toa
misalnya. Kemudian faktor penfukung yang
lainnya itu banyak juga dari komunitas atau
dari organisasi-organisasi baik dari organisasi
kampus maupun internal dan eksternal banyak
yang mengsupport kita dengan cara apa,

mereka siap bersama-sama dengan kami di



KPU untuk turun bersama-sama melakukan
sosialisasi ini bahkan beberapakali Kkita juga
diundang ketika ~mereka  melaksanakan
kegiatan seminar politik mereka mengundang

kami menjadi narasumbernya.

15. Pada saat melakukan sosialisasi apa saja faktor

penghambat KPU Kabupaten Sinjai dalam Sosialisasi

Larangan Politik Uang?

Jawaban:

Faktor penghambatnya yaitu banyak juga
masyarakat yang ketika kita turun melakukan
sosialisasi mereka mengira bahwa kita ini
membawa sembako, mereka mengira kita ini
merupakan tim sukses caleg sehingga ketika
sementara ataupun setelah melaksanakan
sosialisasi itu mereka bertanya dimana mi
amplopnya atau sembako yang ditanyakan
yang ini coba dihilangkan kalau kita tidak bisa
menghilangkan  minimal menggikis atau
mengurangi perilaku masyarakat yang seperti
itu. Persolanya sekarang money politik susah
untuk diproses karena yang memberi maupun

yang menerima itu sama-sama tutup mulut atau



diam dan hal ini tidak ada yang bisa
membuktikan,  semenatara  ketika  Kkita
memproses ini misalnya ada masuk laporannya
di Bawaslu dan Bawaslu juga tidak bisa
memproses karena seperti itu karena kurangnya

bukti-bukti yang mendukung.
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Menerangkan Bahwa :

Nama : Munawwara
NIM : 190208007

Prodi Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Semester  : VIII (Delapan)

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sinjai dengan judul “Strategi Komunikasi Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dalam Sosialisasi Larangan Politik
Uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019~

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat untuk dapat di pergunakan
sebagaimana mestinya.

Sinjai, 28 Juli 2023
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SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 0274.D2111.3.AU/F/KEP/2022

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai setelah:

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

M. 1

2

L

P o

Bahwa dalam “rangka penuli Skripsi hasiswa Fakultas Ushuluddin  dan
Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik
2022/2023, maka dipandang perlu untuk pkan Dosen Pembimbing penulisan
Skripsi dalam Surat Keputusan.
Bzhwa n a yang ter dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan
memenuhi syarat untuk melak kan tugas yang di hkan kepadanya.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
Undang-undang No. 20 Tzahun 2003 tentang Sisdiknas.
Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
Keputusan Menteri Agama RI No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI
Muhammadiyzh Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi
Muhammadiyah.
Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan K ikasi Islam T.A 2022/2023.
Hasil rapat rasionalisasi pembimbing skripsi Institut Agama Islam Muhammadiyah
Sinjai Tahun Akademik 2022/2023

MEMUTUSKAN

Pertama

P Dekan Fakultas Ushuluddin dan K ikasi Islam Institut Agama Islam
h diyah Sinjai Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.

kat dan pkan Bapak/lbu:

Pembimbing 1 Pembimbing 1T

Dr. Ismail, M Pd Muhlis. S.Kom.I, M.Sos.I

Untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama :  Munawwara

NIM : 190208007

Prodi :  Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul :  Strategi komunikasi komisi pemilihan umum kabupaten Sinjai dalam
Skripsi sosialisasi larangan politik uang pada pemilihan umum tahun 2019

Islami, Progresif dan Kompetitif
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Kedua Hal-hal yang menyangkut pendapatan / nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya

diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang b K untuk diketahui dan dilaksanak
sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
Keputusan ini berlaku scjak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam kep ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Keempat

Ditetapkan di : Sinjai
= Pada Tanggal : 1 Rabiul Akhir 1444 11
’ ’ ' 26 Oktober 2022 M

L D Suriati,#SesT
7. NBM 948500

Tembusan :

1. Ketua BPH 1AIM Sinjai di Sinjai

2. Rektor I AIM Sinjai di Sinjai

3. Wakil Rektor 1 1AIM Sinjai di Sinjai
4. Wakil Rektor 11 IAIM Sinjai di Sinjai
5. Wakil Rektor Il IAIM Sinjai di Sinjai

Islami, Progresif dan Kompelitif
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Nama
NIM
Program Studi
Tempat/Tanggal Lahir
Alamat
Nama Orang Tua
Ayah
Ibu
Riwayat Pendidikan
1. TK
2. SD/MI
3. SMP/MTS

4. SMA/SMK/MA

Munawwara

190208007

Komunikasi dan Penyiaran
Islam (KPI)

Sinjai, 24 Mei 2001
Dusun Tanah Tengnga
Desa Gareccing, Kec.
Sinjai Selatan, Kab. Sinjai

A. Hasanuddin
Kasmawati

TK Satu Atap SDN 47
Joalampe

Sekolah Dasar Negeri No.
47 Joalampe

SMP Negeri 2 Sinjai

SMA Negeri 2 Sinjai
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S1 : Universitas Islam Ahmad
Dahlan Sinjali

Pengalaman Organisasi

1.

Sekretaris Bidang Keilmuan Himaprodi Komunikasi
dan Penyiaran Islam (HIMKOPIS) UIAD Sinjali,
Tahun 2020-2021.

Bendahara Umum Himaprodi Komunikasi dan
Penyiaran Islam (HIMKOPIS) UIAD Sinjai, Tahun
2021-2022.

Ketua Bidang Immawati Pimpinan Komisariat Ikatan
Mahasiswa Muhammadiyah (PK-IMM) Fakultas
Ushuluddin dan Komunikasi Islam UIAD Sinjai,
Tahun 2021-2022.

Anggota Bidang Immawati Pimpinan Komisariat
Ikatan  Mahasiswa Muhammadiyah (PK-IMM)
Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam UIAD
Sinjai, Tahun 2022-2023.

Anggota Pendidik Sebaya Pusat Informasi dan
Konseling Mahasiswa (PIK-M) Ahmad Daahlan
UIAD Sinjai, Tahun 2021-2022.
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